IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CUKAI ROKOK MENURUT 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR

KEP-113/BC/2004 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA KERJA

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU by Utomo, Ardhian Panji
 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CUKAI ROKOK MENURUT 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 
KEP-113/BC/2004 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA KERJA 












Penulisan Hukum  
( Skripsi ) 
 
Disusun dan Diajukan untuk 
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum 




ARDHIAN PANJI UTOMO 














Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CUKAI ROKOK MENURUT 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 
KEP-113/BC/2004 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA KERJA 




Disusun Oleh : 
ARDHIAN PANJI UTOMO 























Penulisan Hukum (Skripsi) 
 3 
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CUKAI ROKOK MENURUT 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 
KEP-113/BC/2004 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA KERJA 
PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU 
 
 
Disusun Oleh : 
 
ARDHIAN PANJI UTOMO 
         E 0003086 
 
 
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Pada :  
    Hari   : Kamis 






1. Djoko Wahju W,S.H.,M.S.  : ............................................... 
Ketua       
2. Dr.I Gusti Ayu Ketut RH,S.H.,M.M : ............................................... 
Sekretaris      
3. Wasis Sugandha,S.H.,M.H.  : ............................................... 

















Penulisan Hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
bagaimana implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 
KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai 
Hasil Tembakau; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang 
Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau. 
 
Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian 
hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini berupa data sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum 
primer yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pemungutan cukai hasil tembakau; Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier 
sebagai bahan hukum pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan analisis Logika 
Deduktif yaitu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum  kepada hal-hal yang 
bersifat khusus. Penafsiran dilakukan dengan metode interpretasi sistematis. 
Maksud dari metode ini adalah bahwa menafsirkan peraturan perundang-
undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain. 
 
Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
113/BC/2004 Tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil 
Tembakau berkaitan dengan penerapan asas “The Four Cannons”  secara tegas 
telah dilaksanakan, meliputi subjek pajak, objek pajak, ketentuan pembayaran 
pajak, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga dalam implementasinya 
terdapat kepastian hukum. Pelaksanaan ketentuan tersebut menambah penerimaan 
pemerintah dari sektor cukai, sedangkan manfaat bagi masyarakat dapat 
memberikan jaminan dan perlindungan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau 
untuk mengembangkan usahanya. Selain melaksanakan fungsi regulerend, 
pemungutan cukai hasil tembakau juga dimaksudkan sebagai sarana penerimaan 
negara (fungsi budgetair) ; Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang 
Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau terdiri dari : 
peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, kemampuan pengusaha yang 
masih terbatas dan bervariasi. 
 
Kata Kunci : Kebijakan Cukai Rokok; Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
karena atas petunjuk dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan 
Hukum (skripsi) ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan 
Rasulullah Muhammad SAW. 
Dalam Penulisan Hukum ini, Penulis menyoroti secara mendalam 
mengenai Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 
KEP-113/BC/2004 Tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai 
Hasil Tembakau berkaitan dengan penerapan asas “The Four Cannons”. dalam 
hasil penelitiannya ditemukan bahwa secara tegas telah dilaksanakan, meliputi 
subjek pajak, objek pajak, ketentuan pembayaran pajak, dan jumlah pajak yang 
harus dibayarkan, sehingga dalam implementasinya terdapat kepastian hukum. 
Pelaksanaan ketentuan tersebut menambah penerimaan pemerintah dari sektor 
cukai, sedangkan manfaat bagi masyarakat dapat memberikan jaminan dan 
perlindungan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau untuk mengembangkan 
usahanya. Selain melaksanakan fungsi regulerend, pemungutan cukai hasil 
tembakau juga dimaksudkan sebagai sarana penerimaan negara (fungsi 
budgetair). 
Namun pada pelaksanaan tidak terlepas dari faktor-faktor yang 
mempengaruhinya yaitu peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, sarana 
prasarana kurang memadai, kemampuan pengusaha yang masih terbatas dan 
bervariasi.  
Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak terutama kepada yang terhormat : 
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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2. Bapak Wasis Sugandha, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Penulisan Hukum 
sekaligus Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah bersedia 
membimbing dan mengarahkan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan 
Hukum ini. 
3. Bapak Suranto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang 
selalu memberikan nasehat dan bimbingan selama Penulis menjadi 
mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum yang telah bersedia 
memberikan ilmunya kepada Penulis. 
5. Kedua orang tua tercinta : Ibu Warsih, Warsih, Warsih dan Bapak Fachrudin 
yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam Penulisan Hukum ini.  
6. Adik-adik tersayang : Yudha, Dinda dan Bintang yang telah menemani 
Penulis selama ini. 
7. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, baik 
langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis 
dalam menyusun Penulisan Hukum ini. 
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat Penulis 
harapkan. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan siapa 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai negara hukum, Indonesia tentu menghendaki terwujudnya 
sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan 
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana 
dinyatakan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini terdiri atas 3 
(tiga) asas pokok sebagai negara hukum, yaitu:               
1. Berlakunya asas legalitas/konstitusional/asas supremasi hukum,  
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia,  
3. Adanya peradilan/kekuasaan kehakiman yang merdeka (an independent  
judiciary) yang mampu menjamin tegaknya hukum serta hak dan 
kewajiban asasi manusia yang berkeadilan dalam hal terjadi 
sengketa/pelanggaran hukum dalam masyarakat (Purwata 
Gandasubrata,1999:1). 
Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan 
keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional 
yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada 
Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional 
dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU No. 
11/1995). 
Dalam kajian politik hukum, tindakan yang diambil pemerintah dengan 
melakukan pembaharuan hukum di bidang cukai dengan mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, merupakan suatu 
usaha yang patut dihargai sebagai pelaksanaan pembangunan nasional di 
bidang hukum yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. 
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Berdasarkan Undang-Undang Cukai, cukai dinyatakan sebagai pajak 
negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan 
pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik obyek cukai, sebagaimana 
dijelaskan dalam angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Cukai. Selain 
membina dan mengatur, undang-undang ini juga menetapkan prinsip dalam 
pengenaan cukainya, yang berupa: 
1. Keadilan dan keseimbangan; 
2. Pemberian insentif; 
3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang 
kesehatan; 
4. Netral dalam pemungutan cukai; 
5. Kelayakan administrasi; 
6. Kepentingan penerimaan negara; 
7. Pengawasan dan penerapan sanksi. 
Cukai yang merupakan bagian dari penerimaan pajak tidak langsung 
sebagaimana dinyatakan dalam struktur APBN, mempunyai peran yang sangat 
penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi 
pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Kepentingan rakyat tidak akan 
terabaikan jika terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional di bidang hukum nasional terutama di bidang cukai. Untuk 
mewujudkan hal tersebut maka perlu diadakan pengawasan dan pengawalan 
terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
tersebut. Dalam rangka mendukung pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan 
di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diatur juga 
mengenai ketentuan pidana dan sanksi pidana bagi pelanggar undang-undang 
ini. 
Ketentuan pidana dan sanksi pidana yang ada di dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 ini, tidak serta merta menjamin bahwa 
pelaksanaannya akan sesuai dengan harapan. Indikasinya adalah bahwa masih 
banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah dalam 
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hal ini aparat penegak hukum yang melaksanakan, yang seharusnya mengawal 
pelaksanaan undang-undang ini maupun dari pihak wajib pajak atau 
pengusaha itu sendiri.  
Dari pihak aparat penegak hukumnya, masih ditemukan bahwa mereka 
dalam memungut cukai selalu menyimpang dari prinsip keadilan dimana 
masih terdapat indikasi terjadinya diskriminasi dalam hal pengenaan 
kewajiban cukai yang ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan. Sebagai contoh, pengenaan kewajiban cukai yang tidak merata 
dimana tidak semua golongan pabrik terkena kewajiban cukai sementara 
mereka semua adalah termasuk pengusaha yang memproduksi Barang Kena 
Cukai (BKC). Fakta ini sungguh bertolak belakang dengan keinginan 
pemerintah yang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 
(clean government).  
Barang Kena Cukai, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-
Undang Cukai ini, meliputi :                 
1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dan proses pembuatannya,   
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan 
tidak mengindahkan bahan yang digunakan dari proses pembuatannya, 
termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol,   
3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, hasil tembakau 
daun,tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak 
mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu 
dalam pembuatannya. 
Dari pihak pengusaha sendiri, sebagai contoh pelanggaran di bidang 
cukai ini adalah banyak ditemukannya peredaran rokok di pasaran yang tidak 
dilekati pita cukai atau sering disebut rokok polos, yang membuktikan adanya 
pelanggaran terhadap kewajiban pengusaha sebagai wajib pajak. Contoh 
bentuk pelanggaran yang lain adalah rokok yang dilekati pita cukai yang 
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bukan peruntukannya. Dikatakan melanggar karena wajib pajak dalam hal ini 
pengusaha, memperoleh hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri dan 
masih banyak bentuk pelanggaran yang lain, seperti tidak melakukan 
pencatatan, pemalsuan buku atau dokumen dan pelanggaran lainnya. Berdasar 
fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan pengusaha 
terhadap aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai. 
Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka 
pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan upaya 
pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini 
baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari 
kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan 
mengeluarkan berbagai macam kebijakan.  
Dalam perkembangannya, ternyata terdapat masalah dalam 
pelaksanaan kebijakan ini. Masalah timbul  ketika kebijakan tersebut dianggap 
tidak adil dan tidak memenuhi kepentingan salah satu pihak entah dari pihak 
pemerintah yang merupakan stakeholder untuk menjaga kepentingan negara 
maupun dari pihak rakyat dalam hal ini pengusaha yang sebenarnya termasuk 
stakeholder juga (www.klikpajak.com/ diakses 03 Maret 2008). Sebagai 
contoh kebijakan pemerintah ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja 
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, tanggal 29 Desember 2004 yang 
bertujuan :  
1. Menghindari penggunaan pita cukai yang bukan peruntukannya, 
2. Mendorong agar pabrik rokok berada pada level golongan yang 
seharusnya. 
3. Memudahkan pengawasan. 
Pasal 5 ayat (3) dari peraturan ini menyebutkan bahwa “Pada akhir 
tahun anggaran, pengusaha yang bersangkutan harus mengambil pita cukai 
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yang sudah dipesan. Dalam hal pita cukai tidak diambil, permohonan 
penyediaan pita cukai untuk periode berikutnya tidak dilayani”. Akibat tidak 
dilayaninya pemesanan pita cukai ini, maka periode berikutnya perusahaan 
tidak dapat berproduksi. 
Pemberlakuan kebijakan ini secara otomatis memaksa pemerintah 
untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal personalisasi, dengan diterbitkannya 
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-28/ BC/2004 
tentang Personalisasi Pita Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana disampaikan 
pada sosialisasi Personalisasi Pita Cukai di Semarang tanggal 30 Desember 
2004, bertujuan: 
1. Menghindari penggunaan pita cukai yang bukan peruntukannya, 
2. Mendorong agar pabrik rokok berada pada level golongan yang 
seharusnya,  
3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (ijin usaha di bidang cukai) 
yang terdaftar sesuai dengan jumlah pabrik yang berproduksi, 
4. Memudahkan pengawasan. 
Personalisasi untuk sementara hanya diperuntukkan bagi pabrik rokok 
golongan III, IIIA dan IIIB. Hal ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra 
karena tidak semua golongan pabrik terkena kebijakan personalisasi ini, selain 
itu kebijakan ini akan semakin memberatkan pengusaha khususnya pengusaha 
yang terkena kebijakan personalisasi karena tentunya akan memerlukan 
birokrasi yang semakin rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dalam hal 
pemesanan pita cukai. Dalam Kompas, disebutkan bahwa :  
Karena sulit mendapatkan pita cukai sejumlah pabrik rokok di Jawa 
Timur terpaksa berhenti beroperasi dan meliburkan karyawannya. Ini 
juga memicu sejumlah pabrik kecil menjual rokok tanpa cukai, bahkan 
ada yang menggunakan pita cukai ilegal. Berdasarkan keterangan 
yang dihimpun, Senin (6/2), kelangkaan pita cukai rokok terjadi karena 
pemerintah menerapkan sistem regulasi baru, yakni peraturan Bea dan 
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Cukai Nomor P.22/BC/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang 
Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai dan Hasil 
Tembakau. Peraturan itu diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 
SE.06/BC/2006 tentang Batas Waktu Pengajuan Permohonan 
Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Permohonan Penyediaan Cukai 
Tambahan (P3CT). Menurut peraturan baru, permohonan pita cukai 
harus diajukan setiap bulan paling lambat tanggal 5. Pabrik rokok 
mengaku sulit jika harus mengurus cukai setiap bulan (Kompas, 7 
Februari 2006). 
Dampak yang lebih serius adalah apabila dengan diadakannya 
kebijakan-kebijakan di bidang cukai ini justru menambah jumlah pabrik rokok 
yang berpotensi bangkrut bahkan mengalami kematian usaha. Pada akhirnya 
fungsi dan tujuan dari pajak tidak dapat terlaksana dengan baik dan sulit 
tercapai. Permasalahan tidak berhenti di situ saja. Berdasarkan keterangan 
yang didapat Penulis, sampai tahun 2007 Ditjen Bea dan Cukai telah 
menghentikan pemesanan pita cukai rokok terhadap 18 pabrik rokok di 
Malang. Penghentian pemesanan pita cukai rokok ini terjadi sejak bulan Juni 
2007. 18 Pabrik rokok yang terancam dibekukan antara lain, PR Djagung 
Padi, Djagung Putra, Sejuk, Bintang Bola Dunia, Pundimas Nasional dan Noto 
Nugroho. Berbeda dengan pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 
Cukai (NPPBKC) sebelumnya yang hanya melibatkan pabrik rokok golongan 
tiga. Kini, pabrik rokok golongan dua juga dibekukan seperti PT Niaga 
Bersama,CV Sejahtera dan Penamas Nusa Prima. Selain itu, sejumlah pabrik 
rokok yang sebelumnya juga dibekukan juga terkena sanksi serupa yakni HF 
Prima, Djagung Padi, Djagung Putra (www.detiksurabaya.com/news Jatim/ 
diakses 9 Juni 2008). 
Sebagai akibatnya kemudian Ditjen Bea Cukai memusnahkan 5 juta 
pita cukai rokok yang dianggap mubazir. Pita cukai itu dimusnahkan karena 
perusahaan rokok yang memesan pita cukai rokok tidak mengambil atau 
menggunakannya pada rokok produksinya. Dirjen Bea Cukai saat itu, Eddy 
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Abdurrahman menyatakan, banyaknya pita cukai rokok yang dimusnahkan 
dikarenakan perusahaan rokok memang mengalami kesulitan perencanaan 
untuk memesan pita cukai rokok (www.detikfinance.com/ekonomi/ diakses 9 
Juni 2008). 
Dan masih terdapat fakta lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 
suatu kebijakan tidak berdasar asas yang seharusnya dipegang teguh. Ini 
terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 
kebijakan di bidang cukai ini. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di bidang 
cukai ini perlu dikaji lebih mendalam. 
.Berdasar latar belakang di atas, pemikiran serta keadaan yang ada dan 
untuk mengetahuai faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 
di bidang cukai ini, maka Penulis berusaha mengadakan penelitian yang akan 
diwujudkan dalam suatu penulisan hukum (skripsi) dengan judul : 
 “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CUKAI ROKOK MENURUT 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 
KEP-113/BC/2004 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA KERJA 
PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU”. 
B.  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 
Penulisan Hukum karena dengan adanya perumusan masalah, berarti Penulis 
telah mengidentifikasi persoalan yang hendak ditulis. Selain itu adanya 
perumusan masalah akan memudahkan Penulis dalam pengumpulan data dan 
menghindari adanya data yang tidak diperlukan sehingga penulisan akan lebih 
terarah dan sesuai dengan yang dikehendaki. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam latar belakang 
masalah tersebut diatas, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam 
penulisan ini adalah : 
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1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja 
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau berkaitan dengan penerapan asas 
“The Four Cannons” dalam perpajakan? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang 
Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu 
yang hendak dicapai oleh penulis lewat penelitiannya yang tidak lepas dari 
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penulisan ini, tujuan 
yang hendak dicapai oleh Penulis adalah : 
1.  Tujuan Obyektif 
a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang 
Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau. 
b) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 
KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan 
Pita Cukai Hasil Tembakau . 
2. Tujuan Subyektif 
a) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta ; 
b) Agar Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
a) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu 
Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada 
khususnya. 
b) Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang 
implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 
KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan 
Pita Cukai Hasil Tembakau beserta faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasinya. 
2. Manfaat Praktis  
a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh. 
b) Hasil penelitian ini memberikan jawaban atas permasalahan yang 
diteliti. 
c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
masukan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat 
pada masalah yang sama. 
E. Metode Penelitian 
Suatu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan 
harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi 
induknya, sehingga harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan 
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tujuan yang hendak dicapai sebelumnya untuk memperoleh kebenaran yang 
dapat dipercaya keabsahannya, sedangkan dalam penentuan metode mana 
yang akan digunakan, Penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya 
tepat dan jelas sehingga menghasilkan suatu penelitian yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang 
menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian.  Dalam arti kata yang 
sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Metodologi pada 
hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan 
mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang 
dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986:6).  
Dalam hal penelitian hukum, metode yang akan dipergunakan sangat 
tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum iti sendiri. Metode 
adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu, 
suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang akan dicari (Setiono, 
2002:1). Selanjutnya dikatakan bahwa konsep hukum ada lima, yaitu : 
1. hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal, 
2. hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukun nasional, 
3. hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan 
tersistematisasi sebagai judge made law, 
4. hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlambangkan eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik, 
5. hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi mereka. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
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1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan hukum 
ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 
disertai dengan pemberian sampel kasus yang terkait dan membahas 
tentang implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 
KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan dan Tata Kerja Pemesanan Pita 
Cukai berkaitan dengan penerapan asas “The Four Cannons” dan faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasinya. Bahan-bahan tersebut 
kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 
kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto 
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif 
atau kepustakaan tersebut mencakup: 
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum (garis bawah oleh Penulis) 
2. Penelitian terhadap sistematik hukum  
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 
Perbandingan hukum 
4. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto 2001:13-14) 
2. Sifat Penelitian 
Adapun sifat penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan 
hukum ini adalah deskriptif. Dengan menggunakan sifat deskriptif 
dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang 
diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul 
penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna 
menjawab permasalahan yang diteliti. 
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3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah 
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan latar 
ilmiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 
dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln 
dalam Moleong, 2005:5). 
4. Jenis Data 
Jenis data yang Penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa 
data sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah dokumen penelitian 
yang telah ada sebelumnya serta mengambil beberapa sampel kasus yang 
diperoleh bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, 
jurnal, maupun arsip-arsip yang berkenaan dengan penelitian yang 
dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Penelitian Hukum (2005:12) menjelaskan bahwa secara umum 
ciri-ciri dari data sekunder adalah sebagai berikut : 
a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat 
dipergunakan dengan segera 
b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh 
peneliti-peneliti terdakhulu, sehingga peneliti kemudian, tidak 
mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, 
maupun konstruksi data 
c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. 
5. Sumber Data 
Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari 
suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data 
merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat 
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diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder 
yang terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah : 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai; 
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 105/KMK.05/1997 Tentang 
Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
240/KMK.05/1996 Tentang Pelunasan Cukai; 
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 62/KMK.03/2002 Tentang 
Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau; 
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 118/KMK.04/2004 Tentang 
Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak; 
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 610/PMK.04/2004 Tentang 
Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau; 
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 43/PMK.04/2005 Tentang 
Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.04/2007; 
7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-103/PJ/2002 
Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan 
Hasil Tembakau; 
8) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita 
Cukai Hasil Tembakau; 
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9) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2006 
Tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas 
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau 
10) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-
31/BC/2007 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil 
Tembakau; 
11) Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-
28/BC/2004 Tentang Pemberian Identitas Pabrik Pada Pita Cukai 
Hasil Tembakau dalam Rangka Personalisasi. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, dapat membantu 
memberi penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, 
antara lain : 
1) Buku-buku literatur; 
2) Hasil penelitian di bidang hukum, skripsi; 
3) Jurnal, makalah atau artikel ilmiah; 
4) Media massa seperti, koran dan majalah. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya 
bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 
sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001:113). Dalam hal ini Penulis 
menggunakan bahan dari media internet dan kamus. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian doktrinal atau normatif, pengumpulan data 
dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan penelusuran 
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katalog yang merupakan suatu daftar yang memberikan informasi tentang 
koleksi yang dimiliki perpustakaan (Burhan Ashofa, 1998:105). 
  Teknik pengumpulan data yang diambil oleh Penulis dalam 
penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (Library Research) atau 
studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan 
mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, 
peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting yang diperoleh 
dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang 
digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian 
dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. 
7. Teknik Analisis Data 
Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis 
menggunakan logika deduksi yaitu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat 
umum (premis mayor) kepada hal-hal yang bersifat khusus (premis minor).  
Premis mayor berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai kebijakan pemungutan cukai, dihubungkan dan diterapkan pada 
premis minor berupa pelaksanaannya di lapangan. Dari premis mayor dan 
premis minor tersebut dapat ditemukan jawaban yang kemudian dapat 

















Penafsiran dilakukan dengan metode interpretasi sistematis. 
Maksud dari metode ini adalah bahwa menafsirkan peraturan perundang-
undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain. 
Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari system 
perundang-undangan (Sudikno Mertokusumo, 1999: 157). 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka Penulis 
menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, 
dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini adalah 
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Gambar.1. Analisis Logika Deduktif 
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BAB I       PENDAHULUAN 
Dalam bab ini Penulis memberikan gambaran penulisan hukum 
mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian ini dan 
sistematika penulisan hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang tinjauan umum 
tentang hukum administrasi negara, tinjauan umum tentang pajak 
dan tinjauan umum tentang cukai. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini Penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang meliputi : 
Pertama, implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja 
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau berkaitan dengan 
penerapan asas “ The Four Cannons” dalam perpajakan. Kedua, 
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 
tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban 
permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang 









A. Kerangka Teori  
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara 
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 
Di wilayah hukum kontinental, hukum administrasi negara 
muncul jauh setelah cabang-cabang ilmu hukum, seperti hukum 
pidana atau hukum perdata muncul, meski secara teori, hukum 
administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan yang muncul 
bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara yang 
berdasar hukum positif. Pada awal perkembangannya, khususnya di 
Belanda, hukum administrasi negara diatur menjadi satu dengan 
hukum tata negara. 
Administrasi berasal dari bahasa Latin, Ad-Ministrare, yang 
berarti pengabdian atau pelayanan yang di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan 
tiga arti administrasi negara, yaitu; pertama, sebagai salah satu fungsi 
pemerintah, kedua, sebagai aparatur (machinery) dan aparat 
(apparatus) dari pemerintah, ketiga, sebagai proses penyelenggaraan 
tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama tertentu 
(Ridwan HR, 2003:19). Sedangkan menurut E. Utrecht, yang 
dimaksud administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang 
berada di bawah pimpinan pemerintahan (Presiden dibantu menteri), 
melakukan sebagian pekerjaan pemerintah, yang tidak ditugaskan 
kepada badan-badan pengadilan, badan-badan legislatif (pusat) dan 
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badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah 
dari negara (dalam Kansil, 1989:453). 
Sedangkan pengertian Hukum Administrasi Negara itu 
sendiri, menurut Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan 
tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya 
(hukum negara dalam keadaan bergerak). Pengertian lain, menurut 
Huart, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai peraturan-
peraturan yang menguasai segala cabang kegiatan manusia (dalam 
Kansil, 1989:457). Berdasar contoh pengertian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara terdiri dari dua 
aspek, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana alat-alat 
negara menjalankan tugasnya dan aturan hukum yang mengatur 
tentang perlengkapan administrasi negara dengan warga negara. 
Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sangat luas, 
sehingga dalam penentuannya sangatlah sulit. Akan tetapi berdasar 
pengertian mengenai Hukum Administrasi Negara di atas, ruang 
lingkup Hukum Administrasi Negara secara garis besar mengatur : 
1) Perbuatan pemerintah dalam bidang publik, 
2) Kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan di bidang 
publik itu), termasuk penerapan sanksi dalam upaya penegakan 
hukumnya.  
 
b. Instrumen Pemerintahan 
Yang dimaksud dengan instrumen pemerintahan adalah alat-
alat yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan 
tugasnya, yang berupa : 
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1) Peraturan Perundang-undangan,  
Berdasar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan 
peraturan perundang-undangan adalah ”Semua peraturan yang 
bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan 
Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat 
maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah, yang juga mengikat umum”. Peraturan perundang-
undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
a) Bersifat umum, universal dan komprehensif, 
b) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki 
dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk 
mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan 
dilakukannya peninjauan kembali (Satjipto Rahardjo, 2000:83-
84). 
2) Ketetapan Tata Usaha Negara 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha, yang dimaksud dengan ketetapan adalah 
”Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, 
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 
hukum perdata”. Berdasar pengertian tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ketetapan antara lain :   
a) Penetapan tertulis, 
b) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, 
c) Berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
d) Bersifat konkrit, individual dan final,  
e) Menimbulkan akibat hukum, 
f) Seseorang atau badan hukum perdata.    
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Ketetapan itu sendiri terdiri atas beberapa macam, sebagai 
contoh adalah :                                
a) Ketetapan positif, adalah ketetapan yang menimbulkan hak 
dan   kewajiban bagi penerima ketetapan,  
b) Ketetapan negatif yang dapat berbentuk pernyataan tidak 
berkuasa atau bisa suatu penolakan. 
3) Peraturan Kebijaksanaan       
Pada prinsipnya, peraturan kebijaksanaan merupakan 
bagian dari operasional penyelenggaraan tugas dan wewenang 
pemerintahan secara umum. Oleh karena itu, suatu peraturan 
kebijaksanaan tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-
undangan di atasnya. Meskipun demikian, terdapat persamaan 
antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan 
kebijaksanaan, yaitu diperuntukkan bagi masyarakat umum. Ada 
pula persamaan lain seperti yang dikemukakan oleh Hamid 
Attamimi dalam salah satu makalahnya menyebutkan bahwa 
peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan dibuat 
dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai 
kewenangan umum/publik untuk itu (Ridwan HR, 2003:138). 
Mengenai bentuk peraturan kebijaksanaan, dapat berupa surat 
edaran, keputusan, instruksi, resolusi, pedoman dan masih terdapat 
bentuk yang lain. 
c. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara  
Hukum terdiri atas konsep-konsep tentang keadilan, 
kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya yang bersifat abstrak. 
Konsep-konsep tersebut masih harus diuji apakah sesuai dengan 
pelaksanaannya di masyarakat atau tidak. Penegakan hukum adalah 
salah satu cara untuk mengujinya.   
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan 
nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-
 31 
pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup 
(Soerjono Soekanto, 1983:13). Soerjono Soekanto juga menyebutkan 
lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti dikutip 
oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, yaitu :       
1) Faktor hukumnya sendiri,             
2) Faktor penegak hukumnya,     
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,  
4) Faktor masyarakat,            
5) Faktor kebudayaan (2003:230).        
Sarana penegakan hukum administrasi negara itu sendiri 
terdiri dari pengawasan dan penerapan sanksi sebagai wujud dari 
pelaksanaan undang-undang.  
Indonesia sebagai negara hukum tentu saja ingin 
menciptakan pemerintahan yang baik dimana dalam menjalankan 
fungsi, tugas dan wewenang pemerintahan, aparat pemerintah dapat 
selalu menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya itu sesuai dengan 
norma-norma hukum yang berlaku serta mengembalikan situasi 
sebelum terjadinya pelanggaran jika terdapat pelanggaran, untuk 
tujuan itulah maka diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. 
Semua ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum 
bagi rakyat melalui upaya administratif dan peradilan administasi.        
Penerapan sanksi merupakan sarana penegakan hukum di 
samping pengawasan. Penggunaan sanksi administrasi merupakan 
penerapan dari kewenangan pemerintah dimana sanksi tersebut 
mempunyai kekuatan memaksa, sebagai contoh pemerintah bisa 
menggunakan paksaan pemerintah (bestuursdwang) setelah tidak 
diindahkannya legalisasi oleh pemerintah yang berupa peringatan 
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tertulis dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Contoh 
sanksi yang juga bisa diterapkan oleh pemerintah sebagai sarana 
penegakan hukum adalah dengan pengenaan uang paksa (dwangsom). 
Contoh dari pengenaan uang paksa bisa kita lihat di dalam kaitannya 
dengan KTUN yang menguntungkan, seperti izin. Dalam izin, 
biasanya terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah kepada 
pemohon izin, salah satunya adalah penyerahan uang jaminan. Jika di 
kemudian hari terdapat pelanggaran, maka uang jaminan tersebut bisa 
dipotong sebagai uang paksaan (dwangsom). Upaya ini akan 
digunakan ketika pelaksanaan paksaan pemerintah (bestuursdwang) 
sulit dilakukan (Ridwan HR, 2003:247).     
 Bentuk penerapan kewenangan pemerintah seperti disebut di 
atas memberi konsekuensi bagi pemerintah dimana pemerintah harus 
mampu mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang dimiliki 
secara hukum. Dalam hal tidak dapat mempertanggungjawabkan maka 
rakyat dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap suatu instrumen 
pemerintah terutama ketetapan yang mempunyai sifat final, dimana 
menunjukkan bahwa terhadap suatu ketetapan dapat menimbulkan 
akibat hukum. 
2. Tinjauan Umum tentang Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Mengenai pengertian pajak itu sendiri, terdapat beberapa 
pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana. Pengertian dari 
Perancis yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu dengan judul 
Traite de la Science des Finances, 1906, berbunyi : ”L’ impot et la 
contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique 
exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du 
Gouvernment”. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun 
tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari 
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barang, untuk menutup belanja pemerintah. Selain itu ada juga 
pendapat dari Rochmat Soemitro menyebutkan ”Pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara, berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum (Erly Suandy, 2002:10). 
Berdasar contoh pendapat mengenai pengertian pajak 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak kurang lebih seperti 
ini : 
1) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari seseorang kepada 
pemerintah, 
2) Pajak dipungut oleh pemerintah berdasar undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya, sehingga mempunyai kekuatan memaksa, 
3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung 
adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah, 
4) Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, 
5) Pajak dipungut secara langsung maupun tidak langsung.  
b. Fungsi Pajak 
Terdapat dua fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh 
beberapa literatur, yaitu : 
1) Fungsi anggaran 
adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas 





2) Fungsi mengatur        
adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur 
masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan 
tujuan  tertentu. Tujuan tertentu ini sebagai contoh adalah : 
a) Pemberian insentif pajak, misalnya tax holiday, dalam rangka 
meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, 
b) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk 
dalam negeri. 
c. Teori-Teori Pemungutan Pajak 
Adam Smith dalam bukunya ”An Inguiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations” yang ditulis pada abad ke-18, 
mengajarkan beberapa asas tentang pemungutan pajak yang populer 
disebut dengan nama ”The Four Cannons” atau ”The Four Maxims” 
sebagai berikut ( Suandy: 2002:27-28):     
   
1) Equality       
Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya 
seimbang  dengan kemampuannya, yaitu sesuai dengan 
penghasilan yang  diterimanya di bawah perlindungan 
pemerintah. Disini tidak  diperbolehkan suatu negara 
mengadakan diskriminasi di antara  sesama wajib pajak. Dalam 
keadaan yang sama, wajib pajak harus diperlakukan sama dan 




2) Certainty             
Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak 
mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian 
hukum yang diutamakan adalah mengenai subyek pajak, obyek 
pajak, tarif pajak serta ketentuan pembayarannya. 
3) Convenience of Payment           
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi 
wajib pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya 
penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak. 
4) Economic of Collections           
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, 
jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari penerimaan 
pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika 
biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan yang akan 
diperoleh. 
d. Pembagian Pajak 
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, 
wewenang pemungut maupun sifatnya. 
1) Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi dua, yaitu : 
a) Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 
sendiri oleh wajib pajak (tidak dapat dialihkan), 
b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat 
dialihkan kepada pihak lain. 
2) Berdasarkan wewenang pemungut, pajak dibagi menjadi dua :  
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a) Pajak pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 
pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Departemen Keuangan, 
b) Pajak daerah, adalah pajak yang pemungutannya ada pada  
pemerintah daerah yang pelaksanaannya diserahkan oleh 
Dinas Pendapatan Daerah.      
3) Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua : 
a) Pajak subyektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi 
atau keadaan wajib pajak, 
b) Pajak obyektif, adalah pajak yang pada awalnya 
memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya 
kewajiban membayar atau dengan kata lain pajak obyektif 
adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi 
obyeknya. 
e. Subjek Pajak dan Objek Pajak 
Secara garis besar yang dimaksud subjek pajak adalah pihak-
pihak (orang atau badan) yang akan dikenakan pajak, atau bisa disebut 
dengan istilah wajib pajak, sedangkan objek pajak adalah segala 
sesuatu yang akan dikenakan pajak, seperti penghasilan. 
f. Tarif Pajak 
Salah satu syarat pemungutan pajak adalah syarat keadilan, 
baik dalam hal prinsip maupun dalam hal pelaksanaannya. Penentuan 
tarif pajak adalah salah satu untuk mencapai keadilan itu. Tarif yang 
dikenal dan diberlakukan selama ini dibedakan menjadi : 
1) Tarif tetap, 
2) Tarif proporsional, 
3) Tarif progresif, 
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4) Tarif degresif. 
Untuk lebih jelas mengenai tarif akan diuraikan sebagai 
berikut : 
1) Tarif tetap adalah tarif pajak yang  jumlah nominalnya tetap 
meskipun dasar pengenaannya berbeda/berubah, sehingga jumlah 
pajak yang terutang selalu tetap. Seperti ditunjukkan dalam tabel di 
bawah ini yang merupakan contoh bea materai untuk cek dan bilyet 
giro, berapapun nominalnya akan dikenakan Rp 3.000,00 
 
 Tabel 1. 
Tarif Tetap 
Dasar Pengenaan Pajak Jumlah Pajak 
Rp 10.000.000,00 Rp 3.000,00 
Rp 20.000.000,00 Rp 3.000,00 
Rp 30.000.000,00 Rp 3.000,00 
 
2) Tarif proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase 
yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara 
proporsional dengan dasar pengenaan pajaknya. Sebagai contoh 
tarif PPN 10%: 
Tabel 2. 
Tarif Proporsional 
Dasar Pengenaan Tarif Jumlah Pajak 
(Sumber  : Erly Suandy, 2002 : 71) 
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Pajak Pajak 
Rp 1.000.000,00 10% Rp 100.000,00 
Rp 2.000.000,00 10% Rp 200.000,00 
Rp 3.000.000,00 10% Rp 300.000,00 
 
3) Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar 
jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang 
terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan 
perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif dibagi lagi 
menjadi tiga : 
a) Tarif progresif-proporsional, yaitu tarif pajak yang 
persentasenya semakain besar jika dasar pengenaan pajaknya 
meningkat dan besar peningkatan dari tarifnya sama besar. 
Jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan 
tarif dan perubahan dasar pangenaan pajaknya.Tarif progresif-
proporsional ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu tarif 
progresif-proporsional absolut dan tarif progresif-proporsional 
berlapisan, 
b) Tarif progresif-progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya 
semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan 
peningkatan tarifnya semakain besar. Jumlah pajak terutang 
akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan 
dasar pengenaan pajaknya. Masih bisa dibagi menjadi dua, 
yaitu tarif progresif-progresif absolut dan tarif progresif-
progresif berlapisan. 
(Sumber  : Erly Suandy, 2002 : 71) 
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c) Tarif progresif-degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya 
semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan 
besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak 
yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan 
perubahan dasr pengenaan pajaknya. Dibagi lagi menjadi dua, 
yaitu tarif progresif-degresif absolut dan tarif progresif-degresif 
berlapisan.  
4) Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil 
jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang 
terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan 
perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif ini bisa dibagi 
lagi menjadi tiga : 
a) Tarif degresif-proporsional, yaitu tarif yang persentasenya 
semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan 
besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak 
yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan 
perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dibagi lagi menjadi dua, 
yaitu trif degresif-proporsional absolut dan tarif degresif-
proporsional berlapisan. Tarif degresif ini tidak digunakan 
dalam praktek karena tidak memenuhi asas keadilan. 
b) Tarif degresif-progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya 
semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan 
besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Jumlah pajak 
yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan 
perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dibagi lagi menjadi dua, 
yaitu tarif degresif-progresif absolut dan tarif degresif-progresif 
berlapisan. 
c) Tarif degresif-degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya 
semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan 
besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak 
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yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan 
perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dibagi lagi menjadi dua, 
yaitu tarif degresif-degresif absolut dan tarif degresif-degresif 
berlapisan. 
g. Peradilan dalam Hukum Pajak 
Telah kita ketahui bersama bahwa peraturan perpajakan 
sebelum tahun 1983 adalah peninggalan kolonial Belanda. Berdasar 
kenyataan ini dan peraturan perpajakan peninggalan Belanda tersebut 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dirasa tidak 
sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka perlu diadakan 
perubahan di bidang pajak (tax reform). 
Perubahan yang dilakukan adalah penyederhanaan aturan 
perpajakan, seperti jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak 
karena peraturan perpajakan terdahulu sangatlah rumit dan tidak adil 
dalam hal pembayaran, sebagai contoh pungutan pajak hanya untuk 
kepentingan pemerintah kolonial dan tidak memberi manfaat bagi 
rakyat bahkan terkesan membebani. Contoh reformasi pajak ini adalah 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Tetapi reformasi di bidang pajak yang paling bisa dianggap 
memenuhi rasa keadilan dan memberi kepastian hukum adalah dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak yang mengubah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
karena dianggap tidak berpihak kepada wajib pajak. Dasar 
dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak ini adalah 
karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. 
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Perubahan yang dilakukan adalah dimana Pasal 11 dari 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah menjadi ”Badan-
badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 
secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah 
kekuasaan Mahkamah Agung”. Ini menunjukkan adanya keinginan 
untuk menciptakan badan peradilan yang mandiri yang lepas dari 
pengaruh eksekutif. 
Kekuasan Pengadilan Pajak bisa dilihat dari tugas dan 
wewenangnya. Mengenai tugas dan wewenang ini, di dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur di 
dalam Pasal 31 UUPP, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak 
mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa 
pajak. Dalam UUPP juga menyebutkan bahwa keputusan dari 
Pengadilan Pajak adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap (final and binding), sebagaimana tercantum dalam Pasal 
77 ayat (1) UUPP, masih memberi kesempatan kepada pihak yang 
bersengketa melakukan upaya hukum melalui Mahkamah Agung. 
3. Tinjauan Umum tentang Cukai 
a. Pengertian Cukai 
Pengertian cukai sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 adalah ”Pungutan negara 
yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai 
sifat atau karakteristik yang ditetapkan dengan undang-undang ini”. 
Selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan Barang 
Kena Cukai (BKC) adalah ”Barang-barang tertentu yang mempunyai 
sifat atau karakteristik yang ditetapkan”. Dalam penjelasan Pasal 2 
tersebut yang dimaksud dengan sifat atau karakteristik adalah barang 
yang dalam pemakaiannya antara lain perlu dibatasi atau diawasi. 
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Pemahaman dibatasi dan diawasi mengandung pengertian bahwa 
cukai tidak dipungut untuk semua barang melainkan hanya bagi 
Barang Kena Cukai yang merugikan kesehatan dan lingkungan. 
Barang Kena Cukai seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, meliputi : 
1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dan proses pembuatannya, 
2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, 
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 
pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, 
3) Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau 
iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak 
mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan 
pembantu dalam pembuatannya.          
Hasil tembakau itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan 
yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, 
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang 
digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, 
sigaret putih dan sigaret kelembak menyan, 
2) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 
dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 
memperhatikan jumlahnya, 
3) Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 
dicampuri dengan cengkeh, kelembak atau kemenyan. Sigaret putih 
dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin dan 
yang dibuat dengan cara lain daripada mesin, 
4) Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah 
yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan 
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filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan 
pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian, menggunakan 
mesin sedangkan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat 
dengan cara lain daripada mesin adalah yang dalam pembuatannya, 
mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk 
penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa 
menggunakan mesin, 
5) Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain 
daripada mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari 
pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan 
eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan 
mesin, 
6) Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam 
pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli 
maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya, 
7) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran 
daun tembakau, diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian 
rupa dengan tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 
pembuatannya, 
8) Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun 
tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 
pembuatannya, 
9) Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari 
daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat 
dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera 
konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 
b. Pengertian Personalisasi Pita Cukai 
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Personalisasi berasal dari kata personal yang berarti pribadi 
atau perseorangan. Personalisasi pita cukai itu sendiri, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor : KEP-113/BC/2004 tanggal 29 Desember 2004 adalah 
”Pemberian identitas tertentu pada pita cukai hasil tembakau oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Tujuan diberlakukannya 
personalisasi ini adalah : 
1) Menghindari penggunaan pita cukai yang bukan peruntukannya; 
2) Mendorong agar pabrik berada pada level golongan yang 
seharusnya; 
3) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang terdaftar sesuai 
dengan jumlah pabrik yang berproduksi; 
4) Memudahkan pengawasan. 
Pita cukai yang selama ini digunakan adalah bersifat umum 
dan hanya dibedakan oleh adanya warna pita yang berbeda serta 
berapa besaran tarif yang akan dikenakan. Dengan adanya 
personalisasi, ditambah adanya kode tertentu bagi kebijakan setiap 
merek hasil tembakau seperti yang tercantum dalam Surat Edaran 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-28/BC/2004 tentang 
Pemberian Identitas Pabrik Pada Pita Cukai Hasil Tembakau Dalam 
Rangka Personalisasi. 
Pengaturan mengenai personalisasi pita cukai hasil tembakau 
yaitu terdiri dari maksimal 8 karakter yang diambil dari nama pabrik 
bersangkutan. Sebagai contoh penambahan kodifikasi terhadap pita 
cukai adalah sebagai berikut : Dalam hal nama pabrik terdiri 3 kata, 
personalisasi diambil dari 3 huruf pertama kata pertama, 2 huruf 
pertama kata berikutnya, contoh : Fa. CAP SEMAR MESEM 
menjadi CAPSEME0 dan PD. M.S.A menjadi M>>S>A>0. 
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan dari salah 
satu fungsi pemerintah, yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan itu 
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sendiri dilakukan dalam rangka mengurangi penyalahgunaan atau 
pelanggaran di bidang cukai. Banyaknya pelanggaran di bidang cukai 
ini menunjukkan bahwa para pengusaha tidak memenuhi kewajiban 



















B. Kerangka Pemikiran 
Secara skematis, kerangka pemikiran yang dapat disajikan oleh 























Cukai Rokok Asas The Four Cannons 
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai 





Dirjen Bea dan Cukai 
No:KEP-113/BC/2004 
Fungsi Regulerend Fungsi Budgetair 
Hak dan Kewajiban 
Kepentingan Negara 
atau Masyarakat 
Gambar.2. Kerangka Pemikiran 
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Penjelasan: 
Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki 
terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi pada 
kepentingan nasional dan bersumber pada Pancasila serta Undang-
Undang Dasar 1945. Berdasar keinginan itu maka dibentuklah 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU No. 
11/1995) untuk menggantikan peraturan-peraturan terdahulu di 
bidang cukai yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial 
Belanda. Undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana dan 
sanksi pidana. 
 Cukai yang merupakan bagian dari penerimaan pajak tidak 
langsung, sebagaimana dinyatakan dalam struktur APBN, 
mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat 
secara menyeluruh.  
Dalam rangka mengawal pelaksanaan undang-undang ini, 
pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka 
menjalankan fungsi pengawasan antara lain, melalui Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah melakukan upaya pengawasan 
serta pencegahan peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau 
perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri dengan 
mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 
KEP-113/BC/2004 Tentang Penyediaan dan Tata Kerja Pemesanan 
Pita Cukai Hasil Tembakau. 
Kebijakan tersebut dibuat harus memperhatikan dan 
menerapkan asas ”The Four Cannons” dalam pelaksanaannya, 
khususnya dalam hal pemungutan cukai. Pada dasarnya hak dan 
kewajiban setiap wajib pajak, dalam hal ini para pengusaha rokok 
adalah sama.  
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Kebijakan ini dibuat dalam rangka menjalankan fungsi dari 
pajak itu sendiri, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur 
melalui ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban fiscus 
maupun wajib pajak yang dalam pelaksanaannya terpengaruh oleh 
berbagai faktor. 
Apabila pelaksanaan kebijakan tersebut tidak 
memperhatikan asas-asas hukum yang ada, fungsi daripada pajak 
tidak dapat berjalan dengan semestinya, yang pada akhirnya tujuan 
kebijakan tersebut dibuat, yaitu demi kepentingan negara dan 
masyarakat tidak akan pernah tercapai. 
 
BAB III 




Dalam penelitian ini, Penulis mengambil lokasi di perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan perpustakaan di Kantor 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto 
36, Surakarta. Dari penelitian yang dilakukan tersebut, Penulis berusaha 
menjawab permasalahan mengenai penyediaan dan tata kerja pemesanan pita 
cukai hasil tembakau. 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 
disebutkan bahwa pita cukai hasil tembakau disediakan oleh Kantor Pusat dan 
Kantor Pelayanan dimana pengusaha mengajukan pemesanan/ permintaan dengan 
dokumen CK-1 yang berisi: 
1. Nama pengusaha atau kuasanya yang berhak menandatangani CK-1 
bersangkutan; 
2. Nama dan alamat perusahaan; 
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3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan 
bersangkutan; 
4. Merek, harga jual eceran dan tarif cukai dari jenis hasil tembakau yang 
dipesankan pita cukainya; 
5. Isi per kemasan hasil tembakau; 
6. Jumlah lembar dan seri pita cukai yang dipesan; dan 
7. Kebenaran perhitungan dan jumlah cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Pengusaha pabrik hasil tembakau tertentu dapat mengajukan permohonan 
penyediaan pita cukai hasil tembakau 1 (satu) bulan sebelum CK-1 diajukan. 
Pengenaan cukai pada hasil tembakau, telah diuraikan pada Bab 
sebelumnya bahwa pengenaannya telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Maka sebagai tindak lanjut atas pengenaan 
cukai tersebut, pemerintah kemudian melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
113/BC/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja 
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau dan peraturan-peraturan terkait lainnya 
mengenai penyediaan dan tata kerja pemesanan pita cukai. 
Dalam menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan pemungutan 
cukai, harus didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berada di 
atasnya. Secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang 
Cukai mengandung asas-asas dalam perpajakan. Begitu juga dengan asas-asas The 
Four Cannons dalam pemungutan pajak di Indonesia. Dalam kaitannya dengan 
penerapan asas-asas pemungutan pajak yaitu pada asas The Four Cannons, 
Penulis menyajikan analisis sebagai berikut :  
A. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai 
Hasil Tembakau Berkaitan dengan Penerapan Asas “ The Four Cannons” 
dalam Perpajakan. 
1. Penerapan Asas Equality. 
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Sebagai paramater dalam asas equality adalah mengenai 
penghasilan yang diterima oleh pengusaha. Namun dalam Peraturan Dirjen 
Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 Tentang Penyediaan Dan Tata 
Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau tidak menyebutkan 
mengenai parameter ini.  
Kaitannya dengan asas Equality dengan penyediaan dan tata kerja 
pemesanan pita cukai hasil tembakau Penulis mengkaji sebagai berikut : 
a. Penyediaan dan tata kerja pemesanan pita cukai hasil tembakau adalah 
tata atau prosedur pembayaran cukai, dapat dikatakan penyediaan dan 
tata kerja pemesanan pita cukai ini adalah identifikasi atau sebagai 
tanda bukti pembayaran cukai atas hasil tembakau. Bila pengusaha 
telah membayar cukai maka pengusaha berhak mendapatkan pita cukai 
hasil tembakaunya, dengan demikian pengusaha dapat memasarkan 
hasil produksinya. 
b. Sebagai identifikasi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, dalam 
penyediaan dan tata kerja pemesanan pita cukai hasil tembakau 
disebutkan mengenai : merek, harga jual eceran dan tarif cukai dari 
jenis hasil tembakau yang dipesankan pita cukainya. Untuk 
memudahkan administrasi, penyimpanan dan pendistribusian pita 
cukai serta untuk memudahkan pengawasan, pita cukai hasil tembakau 
disediakan dalam beberapa warna yang setiap tahun hampir selalu 
mengalami perubahan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat 
pemalsuan pita cukai. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor : P-24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai 
Hasil Tembakau, warna pita cukai hasil tembakau adalah sebagai 
berikut : 
1) Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, 
digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT dan TIS 
yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I. 
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2) Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, 
digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT dan TIS 
yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II. 
3) Warna hijau dominan dikombinasikan dengan warna coklat, 
digunakan untuk hasil tembakau jenis : 
a) SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik 
golongan III 
b) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan 
IIIA 
c) KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik 
golongan II 
4) Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, 
digunakan untuk hasil tembakau jenis : 
a) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan 
IIIB. 
b) KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik 
golongan II. 
5) Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna warna 
coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis Cerutu dan Hasil 
Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). 
6) Warna ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, 
digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri. 
c. Berdasarkan identifikasi tersebut maka dapat diprediksi mengenai 
penghasilan pengusaha pabrik hasil tembakau setiap tahunnya. 
Sebagai contoh : Rokok jenis SKM golongan I dengan HJE per batang 
Rp 600 dan tarif cukai 40%. Jumlah cukai yang dibayar pengusaha 
adalah 40 % x Rp 600,00 = Rp 240,00 per batang. Pungutan lain 
adalah pajak PPN sebesar 8,4 % x Rp 600,00 = Rp 50,4. Asumsi 
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keuntungan untuk distributor adalah 5% dari harga per batang, maka 
uang yang dishare ke distributor adalah 5%x Rp 600,00 = Rp 30,00. 
Dengan demikian pengusaha rokok akan menerima sisanya, Rp 279,6  
per batang. Dalam 1 tahun pengusaha ini mampu memproduksi rokok 
2,5 milyar batang, maka penerimaan yang diperoleh pengusaha 
sebesar 2,5 milyar x Rp 279,6 = Rp 6,99 trilyun.  
d. Dari contoh di atas maka sudah jelas, setiap golongan pengusaha 
rokok mempunyai penghasilan yang berbeda-beda. Dari setiap 
golongan, berarti pembebanan cukai dilakukan secara berbeda. Begitu 
juga dengan penyediaan dan tata kerja pemesanan pita cukai hasil 
tembakau yang berbeda. 
e. Jadi dapat ditegaskan bahwa tata cara pemesanan dan tata kerja pita 
cukai hasil tembakau dikaitkan dengan asas equality secara implisit 
sudah diterapkan dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : 
KEP-113/BC/2004 Tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan 
Pita Cukai Hasil Tembakau ini, namun dengan parameter yang 
berbeda. 
Berikut mengenai golongan pegunsaha pabrik hasil tembakau 
berdasarkan jumlah produksi per tahun, yang merupakan implementasi 













Batasan Produksi Pabrik  
( per tahun) 
I Lebih dari 2 milyar batang  
1 
 
SKM II Lebih dari 500 juta batang tetapi 
tidak lebih dari 2 milyar batang 
Tabel 3. 
Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau berdasarkan jumlah 
produksi 
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  III Tidak lebih dari 500 juta batang 
I Lebih dari 2 milyar batang 
II Lebih dari 500 juta batang tetapi 





III Tidak lebih dari 500 juta batang 
I Lebih dari 2 milyar batang 
II Lebih dari 500 juta batang tetapi 








A.Lebih dari 6 juta batang tetapi 
tidak lebih dari 500 juta batang 
B.Tidak lebih dari 6 juta batang 
I Lebih dari 6 juta batang 4 KLM, 
KLB atau 
SPT 
II Tidak lebih dari 6 juta batang 
I Lebih dari 2 milyar gram 
II Lebih dari 500 juta gram tetapi 








A.Lebih dari 50 juta gram tetapi 
tidak lebih dari 500 juta gram 
B.Tidak lebih dari 50 juta gram 
6 CRT Tanpa 
Golongan 
Tanpa batasan produksi 
7 HPTL Tanpa 
Golongan 
Tanpa batasan produksi 
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:   
43/PMK.04/2005  
 
Dari uraian tabel di atas, pemerintah tidak mendasarkan 
pemungutan cukai pada penghasilan yang diterima melainkan secara 
implisit dijelaskan atau menggunakan parameter jumlah produksi pada 
tahun sebelumnya. Logika yang dipakai pemerintah adalah dengan 
semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan maka perusahaan tersebut 
akan semakin banyak jumlah penghasilannya.  
Mengenai penerapan asas equality, disebutkan bahwa pembebanan 
atau pengenaan pajak pada subjek pajak adalah berdasarkan penghasilan 
yang diterima. Dalam peraturan ini memang secara implisit parameter 
penghasilan dipersamakan dengan jumlah produksi hasil tembakau yang 
dihasilkan. Namun menurut Penulis penggunaan parameter jumlah 
produksi hasil tembakau adalah kurang bijak dan kurang jelas. Mengapa 
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demikian? Karena tidak semata-mata hasil produksi tersebut keluar begitu 
saja, tetapi memerlukan proses produksi yang panjang. 
Nampaknya pemerintah mengesampingkan hal ini. Memang 
diperbolehkan pemerintah menggunakan logika bahwa dengan jumlah 
produksi besar maka penghasilan yang akan diterima juga semakin besar. 
Namun bila dikaji lebih jauh, logika dengan parameter berdasarkan jumlah 
produksi masih kurang jelas. Sebagai contoh misalnya : Pabrik A dan B 
masing-masing memproduksi hasil tembakau (rokok), namun jenis hasil 
tembakau yang diproduksi berbeda, yaitu untuk A hasil produksinya 
adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM) sedangkan B hasil produksinya adalah 
Sigaret Putih Mesin (SPM).  Masing-masing pabrik berada pada golongan 
yang sama, yaitu pada golongan II dengan rata-rata hasil produksi 550 juta 
batang per tahun. Kedua pengusaha tersebut dibebani cukai yang sama 
untuk hasil produksi tembakaunya, yaitu 36% dari Harga Jual Eceran 
(HJE).  
Dari contoh tersebut Penulis mencoba menganalisis, bahwa 
dengan parameter tersebut diatas maka diketahaui sebagai berikut : 
1) Untuk pengusaha A, jenis SKM pada golongan II dapat diperoleh 
penghasil sebagai berikut : 
HJE = Rp 450 per batang x 12= Rp 5400,00 per bungkus  
Tarif cukai A, Rp 5.400 x 36% = Rp 1.944,00 per bungkus 
Penghasilan A. Rp 5.400,00 – 1.944,00 = Rp 3.456,00 
2) Untuk pengusaha B, jenis SPM pada golongan II dapat diperoleh : 
HJE = Rp 265,00 per batang x 20 = Rp 5.300,00 per bungkus 
Tarif cukai B, Rp 5.300,00 x 36% = Rp 1.908,00 
Penghasilan B. Rp 5.300,00 – Rp 1.908,00 = Rp 3.392,00 
3) Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwa kedua pengusaha 
tersebut di atas ternyata mempunyai penghasilan yang berbeda. 
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4) Adanya perbedaan Harga Jual Eceran (HJE) yang berbeda inilah yang 
menyebabkan perbedaan penghasilan yang signifikan antara keduanya, 
ditambah dengan pengenaan tarif cukai yang sama justru semakin jelas 
perbedaan penghasilannya. 
5) Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan parameter berdasarkan 
jumlah hasil produksi ternyata masih kurang. Hendaknya penggunaan 
parameter berdasarkan penghasilan yang diterima seyogyanya tetap 
diperlukan, tidak hanya berdasarkan jumlah hasil produksi.  
 
 
2. Penerapan Asas Certainty 
Asas Certainty menentukan bahwa pajak yang dibayar oleh wajib 
pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam 
asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subyek pajak, 
obyek pajak, tarif pajak serta ketentuan pembayarannya. 
a. Subjek Pajak. 
Mengenai penyediaan dan tata kerja pemesanan pita cukai, 
dalam Peratuan Menteri Keuangan No: 118/PMK.04/2006 telah 
disebutkan secara jelas mengenai subjek pajak, selanjutnya Penulis 
sajikan dalam tabel berikut : 
 
 Tabel 4 
Subjek pajak berdasarkan golongan dan 










Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:   
43/PMK.04/2005. 
b. Objek Pajak. 
Untuk objek pajak hasil tembakau yang terkena cukai, 







































6 Tanpa Golongan CRT 
7 Tanpa Golongan HPTL 
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Dalam peraturan tersebut telah disebutkan mengenai objek pajak, 
antara lain : 
1) Sigaret Kretek Mesin (SKM); 
2) Sigaret Putih Mesin (SPM); 
3) Sigaret Kretek Tangan (SKT); 
4) Kelembak Menyan (KLM), Kelobot (KLB), Sigaret Putih Tangan 
(SPT); 
5) Tembakau Iris (TIS); 
6) Cerutu (CRT)  dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). 
c. Tarif Pajak 
Berdasarkan pada ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan 
No: 118/PMK 0.4/2006, sudah ditentukan mengenai tarif cukai untuk 
masing-masing golongan dan jenis hasil tembakau. Berikut Penulis 















I 40% Rp 550,00 





III 26% Rp 440,00 
I 40% Rp 345,00 





III 26% Rp 255,00 
I 22% Rp 475,00 





 III A = 8% 
B = 4% 
A = Rp 380,00 
B = Rp 275,00 
I 8% Rp 215,00 4 KLM, 
KLB atau II 4% Rp 180,00 
Tabel 5. 
Nilai Tarif Cukai dan Batasan HJE Hasil Tembakau 
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 SPT 
I 20% Rp 50,00 






III A = 8% 
B = 4% 
A = Rp 50,00 
B = Rp 40,00 
6 CRT Tanpa 
Golongan 
20% Rp 275,00 
7 HPTL Tanpa 
Golongan 
20% Rp 275,00 
Sumber : Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan No: 118/ 
PMK.04/ 2006 
Mengenai tarif yang dikenakan kepada subjek pajak dan objek 
pajak. Dari contoh kasus di atas, seharusnya sudah jelas bahwa 
parameter pengenaan tarif yang sama berdasarkan penghasilan yang 
diterima oleh pengusaha juga harus dipertimbangkan. Tarif cukai 
sudah ditentukan dengan tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No: 118/ PMK.04/ 2006 berdasarkan jumlah hasil produksi, golongan 
pabrik, dan jenis hasil produksi, namun perlu juga memperhatikan 
aspek pengusaha hasil tembakau tersebut. Walaupun golongan, jenis 
hasil produksi dan jumlah produksi sama tetapi penghasilan yang 
diperoleh masing-masing pengusaha belum tentu sama. Keadaan ini 
harus menjadi pertimbangan untuk disesuaikan berdasarkan 
kemampuan pengusaha tersebut. Jadi, menurut Penulis, kurang 
bijaksana bila pengenaan cukai tersebut tidak memperhatikan 
kemampuan pengusaha sehingga masih perlu ditambahkan parameter 
pengenaan cukainya, agar nantinya tidak memberatkan bagi 
pengusaha. 
 
d. Ketentuan pembayaran/ pemesanan pita cukai. 
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Tata kerja pemesanan pita cukai hasil tembakau menurut 
peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini diatur menjadi dua, 
yaitu pemesanan pita cukai tanpa personalisasi dan pemesanan pita 
cukai dengan personalisasi seperti yang tercantum dalam lampiran 
dari peraturan ini. Personalisasi seperti yang disebutkan dalam Surat 
Edaran Nomor: SE-28/BC/2004 Tentang Pemberian Identitas Pabrik 
Pada Pita Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Personalisasi hanya 
diperuntukkan bagi pabrik rokok golongan III, IIIA, IIIB. 
1) Tata kerja pemesanan pita cukai tanpa personalisasi. 
Tata kerja pemesanan pita cukai tanpa personalisasi 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-113/ BC/ 2004 ini adalah 
sebagai berikut: 
a) Pengusaha mengajukan pemesanan pita cukai dengan cara 
mengisi dan menandatangani dokumen CK-1 paling sedikit 
rangkap 5 dengan perincian sebagai berikut: 
(1) lembar ke-1 untuk Direktorat Cukai; 
(2) lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan; 
(3) lembar ke-3 untuk Pengusaha; 
(4) lembar ke-4 untuk Kantor Wilayah DJBC yang 
mengawasi pengusaha tersebut; dan 
(5) lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak. 
CK-1 diajukan kepada Kepala Seksi Cukai/ 
Koordinator Pelaksana (Korlak) Administrasi Cukai 
b) Kepala Seksi Cukai/ Korlak Administrasi Cukai melakukan 
kegiatan sebagai berikut: 
(1) meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen 
CK-1; 
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(2) dalam hal pengisian pengisian CK-1 telah lengkap dan 
benar, mencatat data CK-1 pada Buku Daftar Dokumen 
Pemesanan Pita Cukai (BDCK-3) dan memberi nomor 
CK-1 dari buku BDCK-3; 
(3) dalam hal pengisian CK-1 tidak lengkap atau tidak 
benar, CK-1 dikembalikan kepada Pengusaha untuk 
diperbaiki; 
(4) untuk pemesanan pita cukai secara kredit, CK-1 
diteruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan/ Korlak 
Administrasi Perbendaharaan; 
(5) untuk pemesanan pita cukai secara tunai, CK-1 lembar 
ke-3 dikembalikan kepada Pengusaha untuk dilakukan 
pembayaran sebagai berikut: 
(a) pembayaran dapat dilakukan di Bank Persepsi yang 
sewilayah/ sekota dengan Kantor Pelayanan; dan 
(b) dalam hal tidak terdapat Bank Persepsi yang 
sewilayah/ sekota dengan Kantor Pelayanan, maka 
pembayaran dapat dilakukan melalui PT Pos 
Indonesia yang sewilayah/ sekota dengan Kantor 
Pelayanan. 
(6) Kepala Seksi Cukai/ Korlak Administrasi Cukai 
meneruskan CK-1 beserta lampirannya kepada Kepala 
Seksi Perbendaharaan/ Korlak Administrasi 
Perbendaharaan. 
c) Kepala Seksi Perbendaharaan/ Korlak Administrasi 
Perbendaharaan menerima CK-1 dan melakukan kegiatan 
sebagai berikut: 
(1) untuk CK-1 kredit, meneliti batasan kredit, mencatat 
jumlah dan tanggal jatuh tempo utang cukai, melakukan 
pengurangan saldo penundaan cukai pada Buku 
Rekening Kredit (BCK-7) dan pada carik I; 
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(2) untuk CK-1 tunai, meneliti kebenaran pembayaran cukai 
dan pungutan lainnya pada SSCP/ SSPCP dan mencatat 
nomor dan tanggal SSCP/ SSPCP pada carik I; 
(3) menandatangani CK-1 pada carik I; 
(4) CK-1 lembar ke-1 diserahkan kepada Pengusaha dalam 
amplop tertutup untuk diteruskan ke Direktur Cukai u.p. 
Kasubdit Pita Cukai di Kantor Pusat; dan 
(5) CK-1 lembar ke-2, 4 dan 5 diteruskan ke Kepala Seksi 
Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen 
(OKDD) untuk didistribusikan. 
d) Pengusaha menyerahkan CK-1 lembar ke-1 dalam amplop 
tertutup kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai. 
e) Kasubdit Pita Cukai menerima dan meneruskan CK-1 kepada 
Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi Pita Cukai. 
f) Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi Pita Cukai 
menerima CK-1, kemudian melakukan kegiatan sebagai 
berikut: 
(1) memeriksa ulang kebenaran pengisian CK-1, meliputi 
seri, merek, harga jual eceran, tarif cukai dan jumlah 
cukai; 
(2) mencatat pada buku bambu (Buku Daftar CK-1) dan 
memberi nomor penerimaan dokumen CK-1 berdasarkan 
buku bambu tersebut; 
(3) menyetujui pengeluaran pita cukai dari gudang pita 
cukai untuk diserahkan kepada Pengusaha dengan 
membuat tanda terima pita cukai; 
(4) menyerahkan pita cukai dengan seri, warna, tarif dan 
harga jual eceran serta jumlah pita cukai yang sesuai 
dengan yang dimintakan dengan CK-1 bersangkutan 
kepada Pengusaha; 
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(5) mengirimkan carik III CK-1 lembar ke-1 (Bukti 
Penyerahan Pita Cukai) pada Kepala Seksi 
Perbendaharaan/ Korlak Administrasi Perbendaharaan 
Kantor Pelayanan asal CK-1 bersangkutan secara 
periodik; dan 
(6) mengarsipkan CK-1 lembar ke-1 dan tanda terima pita 
cukai yang telah selesai diserahkan pita cukainya. 
g) Pengusaha pada saat menerima pita cukai melakukan kegiatan: 
(1) Mencocokkan seri, warna, tarif dan harga jual ecera serta 
jumlah pita cukai yang diterima dengan yang tertera 
dalam CK-1; dan 
(2) Menandatangani carik II lembar ke-1 CK-1 dan tanda 
terima pita cukai sebagai bukti telah menerima pita cukai 
dengan lengkap dan benar. 
 
Berikut gambar mengenai tata cara pemesanan pita cukai 















































pemesanan pita cukai 
rokok 
CK-1 
Kepala Seksi Cukai 
Meneliti CK-1 
CK-1 benar/ lengkap CK-1 tidak benar/ tidak lengkap 
CK-1 kredit
Kepala seksi perbendaharaan 
CK-1 kredit 
· Meneliti batasan kredit 
· Catat jumlah dan dan jatuh tempo utang 
cukai 
· pengurangan saldo penundaan cukai 
pada Buku Rekening Kredit (BCK-7) 
dan pada carik I 
·  
CK-1 tunai 
· meneliti kebenaran pembayaran cukai 
dan pungutan lainnya pada SSCP. 
· mencatat nomor dan tanggal SSCP/ 
SSPCP pada carik I; 
 
menandatangani CK-1 pada carik I 
CK-1 lembar ke-1 diserahkan kepada 
Pengusaha dalam amplop tertutup 
CK-1 lembar ke-2, 4 dan 5 diteruskan ke Kepala 
Seksi Operasional Komputer dan Distribusi 
Dokumen (OKDD) untuk didistribusikan 
CK-1 tunai, lembar ke-3 
 Dikembalikan kepada pengusaha 
Pembayaran melalui bank persepsi 

































Alur pemesanan pita cukai tanpa personalisasi 
(Sumber: Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No: KEP-
113/BC/2004) 
Pengusaha menyerahkan CK-1 lembar ke-1 
kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai. 
 
menerima dan meneruskan CK-1 
kepada Kepala Seksi Penyimpanan 
dan Distribusi Pita Cukai 
Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi 
Pita Cukai menerima CK-1 
· memeriksa ulang CK-1, meliputi seri, merek, harga jual eceran, tarif cukai dan 
jumlah cukai. 
· mencatat pada buku bambu (Buku Daftar CK-1), memberi nomor penerimaan 
dokumen CK-1 berdasarkan buku bambu. 
· menyetujui pengeluaran pita cukai dari gudang pita cukai, membuat tanda terima 
pita cukai. 
· menyerahkan pita cukai dengan seri, warna, tarif dan harga jual eceran serta 
jumlah pita cukai yang sesuai dengan CK-1 
· mengirimkan carik III CK-1 lembar ke-1 (Bukti Penyerahan Pita Cukai) pada 
Kepala Seksi Perbendaharaan/ Korlak Administrasi Perbendaharaan Kantor 
Pelayanan asal CK-1. 
· mengarsipkan CK-1 lembar ke-1 dan tanda terima pita cukai 
Pengusaha menerima pita cukai 
· Mencocokkan seri, warna, tarif dan harga jual ecera serta jumlah 
pita cukai yang diterima dengan yang tertera dalam CK-1. 
· Menandatangani carik II lembar ke-1 CK-1 dan tanda terima pita 
cukai 
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2) Tata kerja pemesanan pita cukai dengan personalisasi. 
Berbeda dengan pemesanan pita cukai tanpa 
personalisasi, pengusaha hasil tembakau (rokok) yang terkena 
kebijakan personalisasi harus mengajukan permohonan penyediaan 
pita cukai personalisasi kepada Kepala Kantor Pelayanan yang 
sewilayah/ sekota terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan 
pita cukai dengan personalisasi, sehingga membutuhkan waktu 
yang lama.  
Permohonan penyediaan pita cukai dengan personalisasi 
ini maksimal untuk kebutuhan selama 3 (tiga) bulan dalam satu 
tahun anggaran dan dapat diajukan kembali dalam hal jumlah 
persediaan pita cukai yang dipesan sebelumnya, kurang dari rata-
rata jumlah permintaan per bulan dalam tiga bulan terakhir. Ini 
dimaksudkan dalam rangka efisiensi biaya atas pengadaan pita 
cukai karena telah disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) peraturan 
ini bahwa “Sisa persediaan pita cukai hasil tembakau yang tidak 
terpakai lagi, dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku”.  
Setelah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan, 
permohonan diteruskan kepada Direktur Cukai up. Kasubdit Pita 
Cukai paling lama pada hari kerja berikutnya. Kasubdit Pita Cukai 
menerima dan meneruskan permohonan untuk penyediaan pita 
cukai dengan personalisasi kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan 
Distribusi Pita Cukai. Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi 
Pita Cukai setelah menerima permohonan penyediaan pita cukai 
personalisasi, melakukan kegiatan sebagai berikut: 
a) Membukukan permohonan tersebut dalam buku bambu; 
b) Membuatkan usulan pesanan pita cukai hasil tembakau untuk 
memenuhi permohonan penyediaan pita cukai personalisasi 
kepada Kepala Seksi Pengadaan dan Penukaran Pita Cukai; 
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c) Menerima pita cukai personalisasi dari Kepala Seksi 
Pengadaan dan Penukaran Pita Cukai dan menyimpannya di 
gudang pita cukai; 
d) Mengarsipkan permohonan tersebut untuk diperhitungkan 
dengan kebenaran pemesanan pita cukai dengan CK-1 dari 
pengusaha bersangkutan. 
Selain itu sebelum menyetujui pengeluaran pita cukai 
personalisasi dari gudang pita cukai seperti yang tercantum pada 
angka 6 huruf c Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, Kepala 
Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai juga harus 
meneliti apakah sudah ada permohonan penyediaan pita cukai 
personalisasi untuk pabrik rokok bersangkutan. Apabila belum ada 
maka berdasarkan CK-1 tersebut dibuatkan usulan pesanan pita 
cukai hasil tembakau kepada Kepala Seksi Pengadaan dan 
Penukaran Pita Cukai untuk memenuhi pemesanan pita cukai 
sesuai CK-1 tersebut dan apabila sudah ada maka jumlah 
permintaan pita cukai yang diajukan dengan CK-1 tersebut 
dikurangkan dengan jumlah permohonan penyediaan yang 
dimintakan untuk tiap-tiap jenis pita cukainya. Apabila permintaan 
pita cukai dengan CK-1 melebihi saldo permohonan penyediaan 
pita cukai personalisasi untuk tiap-tiap jenis pita cukainya, untuk 
kekurangannya dibuatkan usulan pesanan pita cukai hasil tembakau 
kepada Kepala Seksi Pengadaan dan Penukaran Pita Cukai. 
Alur pemesanan pita cukai hasil tembakau dengan 








































Permohonan Penyediaan Pita 
Cukai Personalisasi 
Kepala Kantor 
Kasubdit Pita Cukai 
Kepala Seksi Penyimpanan dan 
Distribusi Pita Cukai 
Pengusaha mengajukan 
pemesanan pita cukai 
rokok 
CK-1 
Kepala Seksi Cukai 
Meneliti CK-1 
CK-1 benar/ lengkap CK-1 tidak benar/ tidak lengkap 
CK-1 kredit CK-1 tunai, lembar ke-3 
 Dikembalikan kepada pengusaha 
Pembayaran melalui bank persepsi 
atau PT Pos Indonesia 


































· Meneliti batasan kredit 
· Catat jumlah dan dan jatuh tempo utang cukai 
· pengurangan saldo penundaan cukai 
pada Buku Rekening Kredit (BCK-7) 
dan pada carik I 
 
CK-1 tunai 
· meneliti kebenaran pembayaran cukai 
dan pungutan lainnya pada SSCP. 
· mencatat nomor dan tanggal SSCP/ 
SSPCP pada carik I; 
 
menandatangani CK-1 pada carik I 
CK-1 lembar ke-1 diserahkan kepada 
Pengusaha dalam amplop tertutup 
CK-1 lembar ke-2, 4 dan 5 diteruskan ke Kepala 
Seksi Operasional Komputer dan Distribusi 
Dokumen (OKDD) untuk didistribusikan 
menerima dan meneruskan CK-1 
kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan 
Distribusi Pita Cukai 
Kepala Seksi Penyimpanan dan Distribusi 
Pita Cukai menerima CK-1 
Pengusaha menyerahkan CK-1 lembar ke-1 kepada 

























3. Penerapan Asas Convenience of Payment. 
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 secara 
jelas belum diatur mengenai waktu pemungutan cukai, sebagai teknis 
pemungutannya kemudian diatur dalam Peraturan Nomor : P-31/BC/2007. 
Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa waktu untuk diadakannya 
penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau adalah sebagai 
berikut : 
 
· memeriksa ulang CK-1, dan mencatat pada buku bambu (Buku Daftar CK-1), beri nomor 
penerimaan CK-1  
· meneliti apakah sudah ada Permohonan penyediaan Pita Cukai Personalisasi \ 
Ø bila belum ada, dibuatkan usulan pesanan pita cukai kepada Kepala Seksi Pengadaan dan 
Penukaran pita cukai untuk memenuhi pemesanan pita cukai sesuai CK-1 
Ø bila sudah ada, jumlah permintaan pita cukai dngn CK-1 dikurangkan dengan jumlah 
permohonan penyediaan yang dimintakan untuk tiap-tiap jenis pita cukai. 
Ø Bila permintaan melebihi saldo permohonan, penyediaan pita cukai utk tiap jenis pita 
cukainya, utk kekurangannya dibuatkan usulan pesanan pita cukai kepada Kepala Seksi 
Pengadaan dan Penukaran pita cukai 
· menyetujui pengeluaran pita cukai dari gudang pita cukai, membuat tanda terima pita cukai. 
· menyerahkan pita cukai dengan seri, warna, tarif dan harga jual eceran serta jumlah pita cukai yang 
sesuai dengan CK-1 
· mengirimkan carik III CK-1 lembar ke-1 (Bukti Penyerahan Pita Cukai) pada Kepala Seksi 
Perbendaharaan/ Korlak Administrasi Perbendaharaan Kantor Pelayanan asal CK-1. 
· mengarsipkan CK-1 lembar ke-1 dan tanda terima pita cukai 
Pengusaha menerima pita cukai 
· Mencocokkan seri, warna, tarif dan harga jual ecera serta jumlah 
pita cukai yang diterima dengan yang tertera dalam CK-1. 
· Menandatangani carik II lembar ke-1 CK-1 dan tanda terima pita 
cukai 
Gambar 4. 
Alur Pemesanan pita cukai dengan personalisasi 
(Sumber: Lampiran 2  Peraturan Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai No: KEP-113/BC/2004) 
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a. Penyediaan pita cukai hasil tembakau. 
1) Permohonan penyediaan pita cukai (P3C) diajukan mulai tanggal 
1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untu kebutuhan satu 
bulan berikutnya (Pasal 4 ayat 2). 
2) Batas waktu pengajuan P3C sebagaimana dimaksud dapat 
diberikan pengecualian dalam hal: 
a) Pengusaha mengalami kenaikan golongan; atau 
b) Pengusaha yang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 
Cukai (NPPBKC)-nya diaktifkan kembali setelah 
pembekuannya dicabut;atau 
c) Untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari tahun berikutnya; 
atau; 
d) Pengusaha yang mengalami penurunan HJE (Pasal 4 ayat 3). 
b. Pemesanan pita cukai hasil tembakau. 
1) Pemesanan pita cukai hasil tembakau dapat dilakukan setelah 
P3C tersebut disetujui oleh Kepala Kantor, untuk batas waktu 
pemesanan tidak ditentukan secara rigit sampai kapan 
pemesanan pita cukai dapat dilakukan. 
2) Namun perlu diingat bahwa untuk melakukan pemesanan pita 
cukai ini harus mengajukan formulis CK-1. 
3) Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk pengajuan CK-1 untuk 
kebutuhan pita cukai 1 sampai 3 bulan ke depan batas 
pemesanannya adalah paling lambat akhir bulan sebelum jatuh 
tempo pemesanan pita cukai bulan pertama. 
Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa alokasi waktu untuk 
pemungutan cukai ditentukan pada tata kerja penyediaan dan pemesanan 
pita cukai hasil tembakau di atas. Alokasi tersebut ditentukan seperti itu 
mengingat bahwa : 
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a. Ketentuan pembayaran/ pemungutan  cukai hasil tembakau dimulai 
dengan tahap permohonan penyediaan pita cukai dan kemudian dapat 
dilanjutkan dengan tahap pemesanan pita cukai hasil tembakau. 
b. Alokasi permohonan penyediaan pita cukai selama 10 (sepuluh hari) 
pada awal bulan sudah cukup memadai bagi pengusaha untuk 
mengajukan permohonan, yang sebelumnya pengusaha untuk bulan-
bulan ke depan membuat rencana dan prediksi produksi serta 
penghasilannya. 
c. Jadi, untuk pembayaran cukai dapat disimpulkan bahwa, untuk 
pembayarannya dilakukan setelah tanggal tersebut sampai dengan 
akhir bulan atau sepuluh hari setelah permohonan penyediaan pita 
cukai diterima. Hal ini karena pembayaran cukai tersebut dilakukan 
pada saat bersamaan melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. 
Apabila pengusaha telah mengambil pemesanan pita cukai otomatis 
pengusaha tersebut juga harus melunasi cukainya. 
d. Dalam peraturan ini, untuk alokasi pembayaran cukai tidak mutlak 
harus diberi batas waktu, melainkan sesuai dengan kemampuan dari 
pengusaha untuk membayar cukai tersebut. 
Penerapan asas Convenience of Payment ini, memang tidak 
sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Dalam penerapan asas ini juga 
harus memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dalam hal ini adalah 
pengusaha, di mana pengusaha dituntut aktif dalam melakukan 
pembayaran cukai. Aspek pengusaha ini harus diperhatikan mengingat 
kemampuan setiap pengusaha sangat bervariasi, jadi untuk penetapan 
alokasi waktu pemungutan seyogyanya mengikuti kebutuhan dan 
kemampuan pengusaha. Namun dari sisi pemerintah juga harus memberi 
batasan-batasan yang memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk 
membayar cukai.  
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4. Penerapan Asas Economic of Collections. 
Dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-
113/BC/2004, tidak secara eksplisit menggambarkan tata cara pemungutan 
cukai hasil tembakau. Secara a contrario pemungutan cukai ini seolah-
olah menunjukkan bahwa pemerintah pasif dalam memungut cukai namun 
bila dilihat dari segi pelaksanaan teknisnya, asas economic of collections 
sudah meliputi di dalamnya.  
Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Bab 
III tentang Pelunasan Cukai, Pasal 7 disebutkan bahwa: 
a. Cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi 
pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat 
Penyimpanan. 
b. Cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor dilunasi pada saat 
Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai. 
c. Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan dengan cara: 
1) .pembayaran; atau 
2) pelekatan pita cukai. 
d. Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disediakan 
oleh Menteri. 
e. Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, cukai 
dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai tidak 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
f. Pengusaha Pabrik atau Importir yang melunasi cukainya dengan 
cara pelekatan pita cukai, dapat diberi penundaan pembayaran 
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cukai atas pemesanan pita cukai selama-lamanya tiga bulan sejak 
dilakukan pemesanan pita cukai. 
g. Pengusaha Pabrik atau Importir yang melunasi cukainya dengan 
cara pelekatan pita cukai yang tidak melunasi uang cukai sampai 
dengan jangka waktu penundaan berakhir, selain harus melunasi 
utang cukai dimaksud juga dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari nilai cukai 
yang seharusnya dibayar.  
h. Ketentuan tentang pelunasan cukai diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
Selanjutnya mengenai pelunasan cukai kemudian diatur dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
105/KMK.05/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor : 240/KMK.05/1996 Tentang Pelunasan 
Cukai. Dalam keputusan ini, ketentuan mengenai pelunasan cukai hasil 
tembakau diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf  b mengenai pemesanan pita 
cukai hasil tembakau mengajukan pemesanan pita cukai ke Kantor 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir CK-1.  
Berdasarkan uraian di atas, Penulis menegaskan bahwa penerapan 
asas Economics of collection sudah diterapkan dalam tata cara 
pembayaran dan pelunasan cukai tersebut. Bisa dilihat bahwa untuk 
memungut cukai dilakukan dengan pelekatan cukai, sebagai ketentuannya 
kemudian diatur mengenai peyediaan dan tata kerja pemesanan cukai yang 
intinya mengatur bahwa pembebanan atas pita cukai ada pada para 
pengusaha pabrik hasil tembakau. Hal ini memungkinkan pemerintah 
dapat menghemat pengeluaran untuk memungut cukai, karena dengan 
penerapan aturan tersebut, inisiatif berasal dari pengusaha hasil tembakau 
sehingga memudahkan untuk pemungutannya. 
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Dalam Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-




















Pemungutan cukai hasil tembakau dengan pelekatan pita cukai 
(Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No: KEP-113/BC/2004) 
Pemerintah memungut 
cukai hasil tembakau 





Hasil tembakau sudah 
dilekati pita cukai = 
lunas cukai 
Kantor Pusat Kantor Pelayanan 
· total produksi  < 100 juta btng 
dan/atau gram dlm 1 tahun 
· Pengusaha di luar Jawa & Madura 
· Total produksi dlm 1 tahun > 100 
juta btng dan/ gram, berada di 





a. Penyediaan pita cukai : 
1) Pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pelayanan Bea 
dan Cukai. 
2) Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik dengan total 
produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1(satu) tahun takwim 
sebelumnya tidak lebih dari 100.000.000 (seratus juta batang dan 
atau gram, serta pengusaha yang berlokasi di luar pulau Jawa dan 
Madura, disediakan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 
3) Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik di luar Pulau 
Jawa dan Madura dengan total produksi semua jenis hasil 
tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 
100.000.000 (seratus juta) batang dan atau gram, disediakan oleh 
Subdirektorat Pita Cukai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
b. Pemesanan pita cukai hasil tembakau. 
Pengusaha mengajukan pemesanan/ permintaan pita cukai 
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dokumen CK-1 
melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Ketentuannya adalah 
sebagai berikut : 
1) Pengusaha pabrik hasil tembakau tertentu dapat mengajukan 
permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau 1 (satu) bulan 
sebelum CK-1 diajukan. 
2) Jumlah pita cukai yang diajukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dari rata-rata bulanan 
pemesanan pita cukai (CK-1) dalam kurun waktu 3 bulan 
sebelumnya, atau 25% (dua puluh lima persen) dari batasan 
produksi golongan pabrik. 
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3) Pada akhir tahun anggaran, pengusaha yang bersangkutan harus 
mengambil pita cukai yang sudah dipesan. Dalam hal pita cukai 
yang telah disediakan tidak diambil, permohonan penyediaan pita 
cukai untuk periode berikutya tidak dilayani. 
B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Direktur Jenderal 
Bea Dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 Tentang Penyediaan Dan 
Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau  
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini, di sini Penulis menggunakan indikator uji 
dengan beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Keputusan 
Dirjen Bea dan Cukai No: KEP-113/BC/2004. Tingkat keberhasilan 
implementasi peraturan ini dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor tersebut, 
antara lain : 
1. Peraturan perundangan-undangan yang kurang jelas. 
Hasil tembakau sebagai salah satu Barang Kena Cukai (BKC), 
peredaran dan penggunaanya perlu diawasi dan dibatasi. Sebagai upaya 
tersebut pemerintah kemudian menerapkan beberapa pungutan yaitu 
pengenaan cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain sebagai alat 
untuk membatasi dan mengawasi, pengenaaan tarif ini juga untuk 
menambah pendapatan negara dari sektor pajak. 
Penerapan tarif pada hasil tembakau yang tidak proporsional 
dengan kemampuan pengusaha hasil tembakau justru akan menghambat 
proses pelaksanaan pelaksanaan tersebut. Untuk pengenaan tarif terhadap 
hasil tembakau ini pengusaha dikenai beberapa tarif dalam produk hasil 




a. Tarif cukai. 
Pengenaan tarif cukai saat ini, sistem tarif yang digunakan 
adalah sistem tarif cukai advalorum. Cukai dihitung atas dasar besaran 
presentase dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Harga dasar 
sebagai penghitungan cukai dimungkinkan harga jual pabrik atau 
harga jual eceran. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor : 43/PMK.04/2005 jo PMK/17/PMK.04/2006 
ditetapkan bahwa harga dasar untuk penghitungan cukai adalah Harga 
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Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. PMK/17/PMK.04/2006 
Tabel 6. 
Tarif Cukai Advalorum hasil tembakau 
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Selain pengenaan cukai advalorum, pada hasil tembakau juga 
menerapkan cukai spesifik pada setiap batang hasil tembakau. Cukai 









I Rp 7 
II Rp 5 
SKM 
III Rp 3 
I Rp 7 
II Rp 5 
SPM 
III Rp 3 
I Rp 7 
II Rp 5 
SKT 
III Rp 3 
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No: 118/PMK.04/ 2006 
 
Jadi pengenaan tarif cukai pada hasil tembakau selain 
menggunakan tarif advalorum juga menggunakan tarif cukai spesifik 
per batangnya, sehingga pengenaan tarif cukai ini dapat dikatakan 
pembebanan dua kali tarif cukai kepada pengusaha. 
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan 
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil 
Tembakau dan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 
KEP-103/PJ/2002 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas 
Penyerahan Hasil Tembakau, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
dikenakan pada hasil tembakau dihitung dengan dengan menerapkan 
tarif efektif dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE). 
Besarnya tarif efektif ditetapkan sebesar 8,4 %. PPN yang 
terutang hasil tembakau yang dipungut dari pengusaha disetorkan 
Tabel 7. 
Tarif cukai spesifik hasil tembakau 
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kepada kas negara bersamaan pada saat pembayaran cukai atas 
pemesanan pita cukai. 
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 Tentang 
Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Departemen Keuangan dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor : 118/KMK.04/2004 Tentang Tata Laksana Pembayaran dan 
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap kegiatan pelayanan 
pemesanan pita cukai dikenakan jasa pelayanan yang dimasukkan 
sebagai PNBP. Besarnya jasa pelayanan pemesanan pita cukai 
ditetapkan sebesar Rp 30.000,00 untuk setiap dokumen pemesanan 
pita cukai (CK-1). 
Sistem tarif cukai advalorum dengan penggolongan pabrik, tarif 
dan HJE, selain memiliki misi adil dalam pembebanan, juga memiliki misi 
pembinaan terhadap industri kecil. Misi pembinaan industri kecil dapat 
dikatakan tercapai mengingat fakta pertumbuhan pabrik sangat tinggi 
antara rentang waktu 2000-2006. Tahun 2000 jumlah pabrik rokok hanya 
777 pabrik, sedangkan tahun 2006 menjadi 4.416 pabrik atau meningkat + 
600% (enam ratus persen) (Warta Bea Cukai, Edisi 387 Februari 2007). 
Namun permasalahannya kemudian, pertama, adalah timbulnya 
gap nominal tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) yang tajam antar golongan 
pabrik sehingga menyebabkan penerimaan atau pendapatan yang berbeda. 
Adanya gap nominal tarif dan HJE antar golongan pabrik dan juga antar 
jenis rokok. Posisi HJE terendah untuk SKT golongan IIIB saat ini adalah 
Rp 255,00 per batang sedangkan SKT untuk golongan I adalah Rp 440 per 
batang. Demikian juga gap tarif keduanya dimana SKT golongan IIIB 
adalah 4% sedangkan untuk golongan I adalah 22%. Hal serupa juga 
berlaku pada jenis SKM dan SPM. 
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Kedua, yang juga harus dipertimbangkan adalah terkait  dengan 
Harga Transaksi Pasar (HTP) rokok. Akibat perkembangan HJE yang 
tingkat prosentasenya melebihi tingkat inflasi tiap tahunnya, HTP telah 
jauh lebih rendah dari HJE yang berlaku. Data Direktorat Cukai mencatat 
untuk pabrik rokok golongan besar memiliki HTP 25% dari HJE 
sedangkan untuk pabrik rokok golongan kecil HTPnya mencapai 50% dari 
HJE. 
Adanya perbedaan HTP yang lebih rendah dari Harga Jual Eceran 
(HJE), menjadikan beban cukai yang harus ditanggung oleh pengusaha 
juga semakin besar. Misalnya : rokok jenis SKM golongan besar dengan 
HJE per batang Rp 600,00 kena tarif cukai 40%. Jumlah cukai yang harus 
dibayar pengusaha adalah 40% x Rp 600,00 = Rp 240 per batang. 
Pungutan PPN 8,4 % x Rp 600,00 = Rp 50,4 . Diasumsikan  keuntungan 
untuk distributor adalah 5% dari harga per batang, maka keuntungan untuk 
distributor adalah 5% x Rp 600,00 = Rp 30,00. Dengan demikian 
pengusaha menerima sisanya yaitu sebesar Rp 279,6 per batang. 
Contoh tersebut diasumsikan bahwa Harga Transaksi Pasar (HTP) 
= Harga Jual Eceran (HJE). Misalkan harga rokok tersebut diasumsikan 
dijual dengan harga 25% dari HJE berarti Rp 450 per batang. Maka jumlah 
cukai dan PPN yang harus disetor ke kas negara tetap sama, hal ini karena 
penghitungan cukai dan PPNnya menggunakan dasar Harga Jual Eceran 
(HJE), sehingga uang yang diterima pengusaha hanya Rp 129,6.  
Jika tarif cukai spesifik yang dikenakan pada rokok ini dimisalkan 
Rp 10,00 per batang, maka ada dua kemungkinan : 
1. Menaikkan HTP Rp 10,00 per batang sehingga cukai menjadi Rp 
240,00 + Rp 10,00 = Rp 250,00. Dengan demikian penerimaan akan 
tetap. 
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2. Menurunkan cost production dari Rp 129,6 menjadi Rp 119,6. Dengan 
menurunkan biaya produksi berarti keuntungan yang didapat menjadi 
turun dari periode berikutnya. 
Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya cukai dan PPN 
tetap sama walaupun penerimaan berbeda. Penggunaan dasar 
penghitungan inilah yang menyebabkan turunnya penerimaan pengusaha. 
Seharusnya yang harus menjadi pertimbangan adalah dengan 
memperhatikan penerimaan real, karena dari penerimaan real tersebut 
dapat diketahui kemampuan pengusaha dalam membayar tarif cukai dan 
pajak lainnya.  
Ketiga, adalah diterapkannya biaya selain tarif diatas yaitu 
pengenaan biaya pengganti ongkos cetak pita cukai. Pengusaha hasil 
tembakau masih dibebani lagi dengan pembayaran biaya pengganti ongkos 
cetak tiap-tiap keping sebesar (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Dirjen Bea dan 
Cukai No: P-31/BC/2007) :  
1. Pita cukai seri I : Rp 18,00 (delapan belas rupiah); 
2. Pita cukai seri II : Rp 35,00 (tiga puluh lima rupiah); dan 
3. Pita cukai seri III : Rp 18,00 (delapan belas rupiah). 
Ketentuan penggantian ongkos cetak pita cukai ini semakin 
membebani pengusaha hasil tembakau. Membebani karena penerapan 
biaya ongkos cetak pita cukai terkesan “dipaksakan”. Hal ini karena bila 
biaya pengganti ongkos cetak tidak dibayar pada akhir tahuna anggaran 
maka untuk periode berikutnya, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) 
tidak dilayani. Ketentuan ini bila tidak dipenuhi maka konsekuensinya 
adalah hasil produksinya tidak dapat dipasarkan karena tidak dilekati pita 
cukai. Namun bila biaya pengganti ongkos cetak pita cukai dibayar 
asumsinya untuk periode berikutnya P3C masih tetap diperbolehkan. 
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Dengan demikian walaupun pita cukai tidak diambil atau tidak 
ditindaklanjuti dengan CK-1 maka secara otomatis penggunaannya bagi 
pengusaha menjadi sia-sia karena pita cukai tidak digunakan namun beban 
tetap pada pengusaha. 
2. Faktor dari masyarakat baik dari produsen maupun konsumen. 
Selain faktor hukumnya, faktor masyarakat berupa kemampuan 
pengusaha yang masih terbatas dan bervariasi juga menentukan tingkat 
keberhasilan implementasi peraturan tersebut. Faktor masyarakat yang 
dimaksud adalah : 
a. Perilaku pengusaha/ produsen. 
Pertama, motif pemerintah untuk membina industri kecil untuk 
menjadi besar tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. 
Pabrik golongan kecil cenderung “berdiam diri” di golongan tersebut 
dan bila produksinya melebihi batas atas golongan, mereka mendirikan 
pabrik baru. 
Sebenarnya sah-sah saja jika yang mendirikan pabrik baru ini 
memang bertujuan melakukan produksi secara benar. Akan tetapi 
kebanyakan dari mereka hanya sekedar untuk memperoleh pita cukai 
untuk dijual kembali yang jelas-jelas ini tidak diperbolehkan Undang-
Undang Cukai. Karena di dalam Undang-Undang Cukai disebutkan 
bahwa pita cukai hanya untuk satu kali pemakaian. 
Kedua, tingkat kemampuan dan produktivitas pengusaha. 
Produktivitas di sini sangat berkaitan dengan faktor-faktor produksi 
yang merupakan cost production / beban biaya produksi yang harus 
ditanggung oleh pengusaha yaitu : 
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1) Harga bahan baku. 
Harga bahan baku seperti tembakau, cengkeh, kertas, filter 
dll. Semakin tinggi harga bahan baku maka akan semakin besar 
pula beban biaya produksi yang harus ditanggungnya. 
2) Tenaga kerja atau tenaga mesin. 
Untuk mempercepat proses produksi biasanya pengusaha 
menggunakan tenaga kerja dan atau tenaga mesin. Semakin banyak 
tenaga kerja atau tenaga mesin, maka biaya untuk membayar upah 
tenaga kerja tau perawatan mesin juga akan semakin banyak. 
3) Modal  
Modal juga berpengaruh terhadap terbentuknya cost 
production. Dalam usaha, modal merupakan amunisi pertama 
dalam menjalankan usaha. Bila dilihat perkembangan usaha hasil 
tembakau di Indonesia, mayoritas masih pengusaha kecil 
menengah, yaitu berada di Golongan IIIA dan IIIB. Semakin 
banyak modal yang dikumpulkan dapat membantu proses 
produksinya. 
4) Kemampuan manajerial perusahaan. 
Mengingat mayoritas perusahaan hasil tembakau adalah 
usaha kecil menengah (UKM) atau sering disebut home industry, 
kemampuan manajerial masih relatif sederhana. Dalam peraturan 
Dirjen Bea dan Cukai No: KEP-113/ BC/ 2004 disebutkan bahwa 
untuk permohonan penyediaan pita cukai dilakukan untuk 3 bulan 
berikutnya. 
Melihat aturan yang ditetapkan, dirasa sangat sulit bagi  
pengusaha, khususnya pengusaha golongan kecil tersebut untuk 
memprediksikan sejauh mana ia akan mengajukan permohonan 
pita cukai selama tiga bulan ke depan. Hal ini karena kemampuan 
pengusaha dalam menjalankan produksi secara profesional masih 
terbatas atau belum bisa dilaksanakan.  
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Dari faktor-faktor produksi tersebut, jelas akan berpengaruh 
pada beban produksinya. Seperti halnya perusahaan lain, motif dari 
pengusaha hasil tembakau tidak lain adalah untuk mendapatkan 
keuntungan. Untuk itu agar dapat memperoleh keuntungan, maka 
harga jualpun harus lebih besar dari produksi dan distribusinya. 
Faktor-faktor inilah yang kemudian membentuk harga jual bagi 
masing-masing perusahaan. Sedangkan berdasarkan ketentuan dari 
pemerintah telah ditetapkan maksimal Harga Jual Eceran.  
Namun fakta di lapangan sering ditemui bahwa Harga 
Transaksi Pasar (HTP) lebih rendah dari HJE. HTP terjadi bukan 
karena keinginan dari pengusaha melainkan juga karena tingkat 
kemampuan/ daya beli konsumen. Bila HTP dinaikkan eksesnya 
adalah kemampuan konsumen untuk membeli hasil produksinya akan 
turun. Namun bila HTP tidak dinaikkan jelas keuntungan pengusaha 
juga akan berkurang. 
Posisi dilematis inilah yang membuat pengusaha merasa 
terbebani. Selain hal tersebut di atas, pengenaan tarif cukai yang 
berdasarkan Harga Jual Eceran (HJE) yang lebih tinggi dari HTP yang 
membuat tarif cukai dan PPN menjadi tetap tinggi, padahal bila dilihat 
dari segi penerimaan yang diperoleh pengusaha justru turun. Karena 
keadaan inilah yang membuat pengusaha sering melakukan tindakan-
tindakan yang dianggap melanggar ketentuan cukai, misalnya: 
pemalsuan pita cukai, pemalsuan dokumen cukai, penggunaan pita 
cukai bukan peruntukkannya atau penggunaan pita cukai yang lebih 
dari satu kali.  
Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk 
meneyelamatkan usahanya, walaupun tidak dipungkiri juga bahwa 
pengusaha melakukan pelanggaran tersebut hanya semata-mata untuk 
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. 
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b. Perilaku Konsumen. 
Konsumen juga berperan dalam pelaksanaan ketentuan ini, 
yaitu mengenai tingkat daya beli konsumen terhadap hasil produksi 
tembakau. Hal ini karena konsumen juga turut membantu dalam 
membentuk Harga Transaksi Pasar (HTP). Bila HTP yang dikeluarkan 
oleh pengusaha semakin tinggi, konsumen yang tidak mampu membeli 
hasil produksi pengusaha tersebut akan beralih ke produk lain yang 
lebih terjangkau, begitu pula bila HTP diturunkan daya beli 
masyarakat juga akan terpenuhi. 
 Keberadaan persaingan harga yang semakin bervariasi ini, 
menuntut pengusaha untuk benar-benar jeli dalam menetapkan Harga 
Transaksi Pasar (HTP), sebab pengusaha juga dituntut untuk tetap 
memenuhi kewajiban membayar cukai dan tarif lain pada hasil 
tembakau, agar mampu bersaing dengan produsen lain dan sekaligus 
mempertahankan usaha serta memperoleh keuntungan dari usahanya 
tersebut, maka respon konsumen terhadap harga hasil tembakaunya 

















Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, Penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
113/BC/2004 tentang Penyediaan Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai 
Hasil Tembakau berkaitan dengan penerapan asas “The Four Cannons”  
secara tegas telah dilaksanakan, meliputi subjek pajak, objek pajak, 
ketentuan pembayaran pajak, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan, 
sehingga dalam implementasinya terdapat kepastian hukum. Pelaksanaan 
ketentuan tersebut menambah penerimaan pemerintah dari sektor cukai, 
sedangkan manfaat bagi masyarakat dapat memberikan jaminan dan 
perlindungan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau untuk 
mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. 
Namun penerapan peraturan tersebut kurang memenuhi unsur 
keadilan bagi masyarakat karena tidak memperhatikan aspek pengusaha. 
Hal ini karena pada peraturan ini parameter yang digunakan adalah jumlah 
hasil produksi, padahal besarnya jumlah hasil produksi belum tentu sama 
jumlah penghasilan yang diterima. Nampaknya pemerintah 
mengesampingkan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi hasil 
produksi. Penentuan tarif cukai dan PPN yang berdasarkan Harga Jual 
Eceran (HJE) yang ditetapkan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai 
dengan kondisi real pengusaha. Pada riilnya, pengusaha memperoleh 
penerimaan berdasarkan Harga Transaksi Pasar (HTP). Padahal diketahui 
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bahwa HTP biasanya lebih rendah daripada HJE, sehingga pengenaan tarif 
cukai dan PPNnya tetap walaupun penerimaan riilnya turun. 
Dengan motif pemerintah untuk mencapai target penerimaan cukai, 
kemudian pengusaha dibebankan tarif yang diluar cukai dan PPN, 
misalnya : Pelayanan P3C yang termasuk PNBP, biaya pengganti ongkos 
cetak pita cukai. Beban inilah yang kemudian memperberat keadaan 
pengusaha hasil tembakau. Hal ini karena selain fungsi regulerend, 
pemungutan cukai hasil tembakau juga dimaksudkan sebagai sarana 
penerimaan negara (fungsi budgetair). 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-113/BC/2004 tentang Penyediaan 
Dan Tata Kerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau terdiri dari : 
peraturan perundang-undangan yang kurang jelas yaitu berupa pengenaan 
tarif yang bertingkat sehingga tidak proporsional dengan kemampuan 
pengusaha; dan kemampuan pengusaha yang masih terbatas dan 
bervariasi, adanya beban yang semakin tinggi bagi produsen dimana tidak 
diimbangi dengan penerimaan yang sebanding memicu pengusaha untuk 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut atau justru menutup 
usahanya agar tidak menanggung kerugian yang lebih besar. 
 
B. Saran. 
Dari kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Hendaknya dalam membuat peraturan pelaksanaan, selain memenuhi 
syarat formil juga harus memenuhi syarat materiil yaitu bagaimana 
peraturan tersebut dapat dilaksanakan tanpa memberatkan salah satu 
pihak. Bila penerapan asas The Four Cannons dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan pada asas-asas tersebut, berarti dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai tersebut terkait dengan pelaksanaan penyediaan 
dan pemesanan pita cukai hasil tembakau harus dievaluasi lebih 
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mendalam, yaitu harus juga  memperhatikan segi penghasilan dari 
pengusaha. 
2. Agar Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut dapat 
mengakomodasikan kepentingan pengusaha, maka perlu adanya peraturan 
yang berpihak atau melindungi kepentingan pengusaha demi kelangsungan 
kegiatan usaha hasil tembakau. Jadi, dengan ketentuan yang seimbang 
dapat dimungkinkan pemungutan cukai yang optimal tetapi tidak 
mematikan para pengusaha hasil tembakau. 
 
